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ABSTRAKS

Bahwe perairan merupakan bugian terbesar doari wilay:h
Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengindung
sumberdaya ikan yang sangat pofensial dan penting arti,
peranan, dan manfoatnys sebugei modal dasar pembiingunan
untuk mengupayakon peningkston don kesejahteraan dan ke~
makmuran rakyat,

Zonas Ekonomi Eksklusif yang dimoksud tidok terlepas
dari pengertian ysng terdapat dalom ketentuan konvensi
dan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang
secara global nampak tidak ada gap antara keduinya, se-
hingga negara-negara yang ikut serta mengsmbil bugicn di-
Zona Ekonomi Eksklusif dengan mudah memahami hol-hal  yang
berkensan dengan ketentuan yang terdapat dalam konvensi .

Di samping ketentuan yang terdapst dalai. Yonvensi
hukum laut 1982 yang berlaku di dalam hubungan antora
negara-negura, msika ada juga ketentuan yong melulu memper-—
kenalkan kepada negars lain di dalam melakuken  aktifitas
di ZEETI,

Meskipun sudah begitu kompleks norma-norm: Lersebut,
namun karenﬁ peng:uruh dari perkembzngan ilmu dan teknologi
yang begitu pesat mengakibatkan negars pamatoi dan negura-

negura yang secura pgeografis tidak beruntung yang men-
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menjadikan negara itu harus bersaing untuk maksud yang
sama, hingge negars yang mempunyai kemapuan untuk kegiatan
eksplorasi dan eksploitasi masih sangat rendah, terpuksa
memberikan kepada negara lain untuk dimanfaatkan, meng-
ingat kondisi ketahanan dari sumberdaya hayati itu ter-
batas pula.

Hal ini berarti bshwa, baik konvensi hukum laut 1982
maupun Undang-undang nasionsl no 5 tahun 1983 tentsng ZEEL
belum efektif ( secara keseluruhan belum dapat diimplemen-
tasikan ) karena faktor kemempuan,

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis merasa ter-
dorong untuk meninjau kembali ketentuan yang berkenaan
dengan implementasi hak-hak berdaulat negara Indonesis di-
Zona Ekonomi Eksklusif, kendatipun dalam bahasan yang

sederhana dan terbatas serta jauh dari kesempurnaan,
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BAB 1

1.1. Latar Belekang Masalsh

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum laut
bukanlah hal yang baru untuk kita bicsrskan, karena se-
belum adanya konvensi hukum laut dan peraturan - peraturan
lainnya, lsut sudah merupzken srens yang sangst penting
bagi kelangsungan hidup sustu bangse atau negara yang hasil
perekonomiannya ditentukan oleh banyak sedikitnya usaha me-
reka dalam mengolsh dan memanfaatksn potensi ysang ada.

Memsng atensi masysrakat yang psling intens . sekarang
ini adalah di lsut, di mena laut debagsil ajang untuk meng-

g2li sumber kekayaan slem diantsranya mengolah sumberdaya
ikan yang terdapat di perairan teritorisl Indonesia dan
kebebasan bagi kepal Asing yang berkenzsn dengan naviga-
tion, yang selain itu dapast puls dimenfastkan dalam bidang
informetion dengan jalan pemssangan kabel atau pips - pipa
bawah laut , sehingga antara negers ysng satu dengan ne-
gara yang lain dapat seling berhubungan dalam jarak yang

jauh melslui laut tersebut, menfaat lsin sdalsh sebagai
tempat penyelidikaen ilmish kelautan.

Dari banysknya Jenis kegistan yang dilekukan oleh
manusia di lsut, masks depet diformulssikan bahwa selama
bersbad-abad lamenys kawasan samudera telah memainkan
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peranan yang sangst penting bagi kehidupsn ummat manusia
yang terutame adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi yang
bersumber di laut ( banyak ditentukan dari hasil penang-
kep n iksn ).

Dengan adanya Informasi naehwa, di dasr lsut itu ter-
dapat beraneka regam sumber kekaysan alam, sehingge negsra
yang mempunyai ambisi dan disertai dengsn ssrana yang me-
mungkinkan, terus berupays semsksimsl mungkin untuk  mem-
peroleh aps yang menjadi harspen,

Boleh dikstakan bahwe ysng mempelopori adegan gelom-
bang perebutan sumberdays laut tersebut dalah Amerika,
yang dalam perkembangannya mencapal puncaknya psda tanggal
28 Oktober 1945 ketika untuk pertama kalinys dalam sejarah
hukum laut, Amerike mengklcim yurisdiksi stas sumberdaysa
alam, Hsl itu dapat kita simsk dsl.m deklsrssi Truman
1945 yang menyangkut sumberdaya slam yang berada di lapi-
san bawah ( subsoil ) dan dassr laut ( seabed ) dari
landas kontinen di bawah lsut bebas ( high sess ) khusus-
nyz yang berdekatan dengan pantsi negara itu.

Deklarasi tersebut sebencruya tidak mengarsh sebagai
klaim teritorial terhsdap kontinental shelf melsinkan
tuntutan itu ditujukan semeta-mata kepada sumberdays alsm-
nya s:ja, sementars pada ssat yang sams Deklarasi. itu

menganggap status perairan di stas landas kontinen di lsut

bebas, hanya saja waktu itu pemeshsmsn atss landas kontinaen
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mesih kasbur. Segers setelsh klsim ini, pada tahun 1946
argentinapun menuntut hal yang sama tidak hanys atas sum-
berdaya psda landas kontinen tetepi atas l:ndes kontinen
itu sendiri. Negera itu bashkan mengklaim water column di
atas wilaysh dasar laut ( epicontinental sea ) dari lsndas
kontinen serta seluruh sumberdays yang ada pada water
column tersebut.

Penghujung dekade 1950 tuntutan ysng semula ditujuksn
kepada sumberdays alam oleh negara-negsra Amerika Latin
( utemanys chili, Ekusdor dan Peru ) mulei masuk meluas ke
kleim atas 00 mil laut ysng seksrang merupaksn batas ZEE,
Ini berarti klaim tersebut tidak lagi semata-msta paaa
sumberdays yasngsda, tetapi sudah menyzngkut water column
wilaysh desar laut, bahkan mengklaim pula rusng angkasa
di stasnys ( Jurnal H.I. 1990 ).

Perkembangan ini mulai mencapsi puncaknya pada tanggal
28 September 1945 ketika klaim yurisdiksi Ameriks serikat
atas sumberdaya alam, ini adalah cermin bagi bangsa lain
untuk ikut serta dalsm pengklaiman atas laut dan tetap ber-
pstokan pada kepentingsn nasional negera itu sendiri dan
harus pula memperhitungksn keadsan negsra lain.

Tsk dap. t dipungkiri bazhwa Indonesia sebsgei anggots
masysraket Internasional merasa perlu dan berkewajiban
untuk ikut serta delom memelihara dan mengewesi keamsnan

lsut di luar lsut teritorialnya selebsr 200 = .mil laut



seperti negsra lainnya. Dsn tentu seja setelah melihat ke
nystaan dunisz bahwa kemajuen ilmu pengetshuan dan tekno-

logi dapst mengakibatkan negara-negara meritim maju (dspst)

menggali sumber kekayaan slam seccrsa berlebihan, oleh
karensnya Imndonesia Indonesia sebagal salah satu negera
yang sedang berkembaﬁg, ‘tentu saja merasa perlu untuk
segera mengambil langksh yang penting untuk menghadapi.

tantangan ini.

Sehubungsn dengan hal yang dikemukskan di atas, meka
untuk melindungi kepentingan nasional, hususnya dalam
hal pemenuhan kebutuhan protein hewsni bsgi Rakyat Indo-
nesis, serta kepentingan nasional di bidang -pemanfaatan
sumberdays alam non hayasti, perlindungsn den pelestarian
lingkungsn hidup laut serta penelitisn ilmish kelautan,
Pemerintah Kepublik lndonesis pada tsnggal 21 metet 1980
telah mengelusrkan pengﬁmuman pemerintsh tentang ZEEL.

Upays pemerintah Indonesia delam mengeluarkan peratu-
ran tersebut ditopang oleh konvensi hukum laut internssio-
nal 1982 di Jameica Bay, yaeng secara otomatis konvensi
tersebut telah menjamin adanys hak berdaulat . di Zona
Ekonomi Eksklusif bagi neg.ra pantai. Tetapi di samping
peraturan tersebut di atss masih ada perstursn lain yang
mengikat tentang hak berdaulat negera Indonesia di ZEE
den diundengken dalsm Undang-undang no. 5 tahun 196% ten-

tang ZEE.' (Victor Situmorang , 1987 ; 37).



bentuk peraturan perundang-undangsn di Zona Eko
lusif tanggal 21 maret 19820 merupskan langksh yang  tepat
demi kepentingan bangsa Indonesiaz itu sendiri. ( Frans E,
Likedja, 1987 ; 105 ).

Lengan adanya Undang-undang tersebut serta  konvensi
yang menopangnya tidak berarti bahwa Indonesis bebas se-
kehendak heti melakukan segcls kegistan dengan tidek  me-
lihst kepentingan negsrs lalin, melainkan hans ada balance
antara negara yang berkepentingan dengaun negara yang ber-
kewajiban, Hal ini dimungkinkan untuk terciptanys masya-
rakat aman dan demzi yang dalam konvensi hukum lsut inter-
nasional 1982 terdapst dalam Bab V pasal 55 sampai  pasal
75

Dengen mengambil perbandingan konvensi hukum laut
Internasionsl 1982 dengan konvensi hukum laut 1958 akan
nampak bahwa Zona Ekonomi Eksklusif tidek diatur sebelumnys
dalam konvensi hukum laut 1958. Gambaran ini menunjukkan
bahwa baik eturan yang ada dslsm konvensi maupun Undang-
undeang no 5. tahun 1983 tentang ZEE, harus seiring sejalan
dalam pengimplementssiannya.

1.2. Batssan Masslsh
Dari mssslsh-mssalah yang terungkap dalam pembahasan

hak-hak berdaulat negura Indonesiz di Zona Ekonomi “ksklu-

sif, bahasan ini hanya difokuskan pada hal-hsl sebagai




berikut ;

1. Sejsuh msnsk=h Implementasi peraturan hukum Inter-
nasional terhadasp hak-hak berdaulat negsra Indonesis
di Zona Ekonomi Eksklusif.

2. Sejauh manaksh hak-hak dan kebebasan negsrs fsing di
ZEE Indonesia.

3. Seberapas Jjaukah ' bstas=batas : yurisdiksi_ u negara
Indonesia di ZEE menurut konvensi hukum laut Inter-
nssional 1982 dan hukum nasional Indonesia.

4, Seberapa jaukeh kerjasama Indonesia dengan pihak negara
lain dalsm mengolah sumberdays alam di ZEE.

5. Apaksh Konvensi hukum laut Imternssionsl 1982 merupa-
kan bagian dari tata hukum Indonesia.

6. Sejauh menaksh pengelolsan dan pemenfaatan sumberdaya
jalam di ZEEI,

1.3. Metode Penelitian

Penelitian yang digunsksen dalam rangks  pengumpulan
date untuk penulisan skripsi ini adalah ;
1. Penelitisn kepustaksan ( library research )

Penelitian keplistaksan ini dilaskukan dengan cara
membaca dan menelash literstur, surat kabar, mekalsh,
Undang-undang peraturan pemerintah, Konvensi hukum
laut Internasional 198. dan penulisan karya ilmiah

lannya yang bertalisn dengan topik yeng dibahss dalam




skripsi ini., Data ysng terkumpul disebut date sekunder.,

2.

1.4,

Penelitisn Lapang ( Field research )

Penelifian lapang ini dilskukan dengan mengadskan
wawancara demgan pihak yang terkait, selanjutnys data
yang terkumpul diseleksi menurut resbilitss dan vsli -
ditas, dsta yang kualitatif dan ditulis secsrs desk -
riktif.,

Tujusn dan Manfaat Penulisan

Penulisan Skripsi ini, bertujusn untuk ‘menge-
tahui sejauh msns hak-hsk berdaulat negora Indonesia
di ZEE dan bsgaimans implementssinys dalsm pertumbu-
han ( perkembsngan ) selaku neg rs yang sedang ber-
kembang dalam mengikuti perkembsngan industri se-
karang ini.

Seiring dengan perkembangan dan kemsjusn tekno-
logl yeng serba canggih ( shopisticated ) dalam hak-
hel berdsulat negara Indonesia di ZeE implementasinya
dalam sumberdays alam., Penulis .  berupaya = ingin
menyumbangkan semacam pemikiran dslam rangka men-
ciptakan hak-hak berdaulat di ZEE,

Informaesi yang diperoleh diharapkan dapat men-
Jjadi masukan bagi pemerintsh serta instansi yang ter
kait dalam pengambilan keputusan dan kebijaksanzsan

yang berkensan dengan upays-upays pengelolaan dan




pengembangan eksploresi sumberdsys alam ini, khususnya
yang menyangkut " Hak-hak berdaulat negsra Indonesia di

Zona Ekonomi Ekaklusif ".

1.5. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika dalam penulisen ini  adalsh
sebagal berikut;

Bab 1. Perndahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang se-
kilss latar belakang mssalah, batasan -~ masalsh
metode penelitian serts tujuan dan manfaat peneli-
tian dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab 2., Dslam bab ini akan diuraikan mengenai latar bela-
kang historis ZEE serts pengertian ZEE menurut
konvensi hukum laut 1982 dan Undasng-undang nasional
Indonesia no 5 tahun 1983.

Beb 3. Dalam “asb ini akan dibzhas mengenai rusng lingkup
hak-hak berdsulst negera pantsi di Zons Ekonomi
Eksklusif Indonesia, ysng dalam sub-subnya akan
diuraikan tentang kegiatsn eksploresi dan eksploi-
tesi sumber kekayaan alam dan kegistan konservasi
sumber - kekayaan alam,

Bab 4, Dslsm “sb ini aken dibshas mengensi eksistensi Zona
Ekonomi Eksklusif di atas kepentingan nasionsl

Indonesisa.

Bab 5. Penutup, Bab ini berisikan simpulan dan saran.




BAB 2
LATAR BELAKANG HISTORLIS DaN PENGERTLIAN ZEE

2.1. Latar Belskang Historis ZEE
Zona Ekonomi Eksklusif tidaklah terbentuk dengan sen-
dirinya, melainksn disertei dengan tentangan dan rintangan.

Memang betul apa yang menjadi pandangen bagi semua orang

bahwe tak ada hasil tanps perjusngan, hal itu berlsku bagi

setisp individu yang meressksn adanys pergeseran nilai-
nilai kehidupan dan berjusng memperoleh spa yang diidamkan
entah yang bersifat pribadi atsu kolectif.

Perjusngen bangss Indonesia dalsm penetapan batas

Zons Ekonomi Eksklusif ( ZEE ) buksn merupsksn perjuangan

yang mandiri, karens perjusngan yang serupa tengah di-

lakuken puls oleh bunyak negaz di duniz dan tidak kurang

mengslami beberaps hambatan, sebogsiman dikemuksksn Albert
W. Koers ( 1991;8) sebagai berikut;

" Adanya dus kubu yang berbedsibanyuknya negara-
negera (khususnys negsra-negare yang sedang  ber-
kembang) menunjukkan dirinys sebsgai pembela dari
kelompok yang menghendaki sustu perluasan mk
negara pantei secara drastis, dipihsk lasin ( khu-
susnya negsra-neg:ra industri ) menginginksn  se-

sedikit mungkin pengursngen kebebasan di laut le-
pas. Seperti biasanys pendirien ini didasari oleh

kepentingan masing-mesing. Negura-negars yang
sedang berkembang mengharspken keuntungan . ‘yang
lebih besar dari eksploitssi perairan sekitar
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pantainye ( misalnys dengan mssyarskat semacsm pem=
bayaran kepsda kapal-kapsl iken ssing ), sementars
negara-neg ra industri memiliki kepentingan untuk te-
tap mempertahankan kebebasan seluss mungkin karena

biae bagaimanaﬁun mereks memiliki kemempusn teknologi
dan modal untuk menggunaskan kebebasan tersebut secars

efectif ",
Selanjuthya konfrensi hukum laut tersebut sds dua

pendapat yang ekstrim. Albert W.Koers ( 1991;8) menyebut-
ken bahwa pendapat pihak yang satu mengusulksn ditetapkan-
nya lebar laut teritorial 3 mil dengan hask periksnan yang
terbates bsgi negers pantai di luar laut teritorial  ter-
sebut, sedangkan dipihak ysng lain mengusulkaen perluasan
laut teritorislnya 200 mil dari pantai. Akirnya diputus-
kan bahwa lebar laut teritorial 12 mil. dan di lusr teri-

torial tersebut sdalah Zona Ekonomi Eksklusif yang ke-
tentuannys tedspat dslam pasal 55 konvensi hukum laut
Internasionsl.

Apa yang menjadi kendals dalzm pelaksan:an konfrensi
tersebut sdalsh merupsakan pula szlsh satu fektor peng-
hambat sehingge pelaksansannya selslu tertunda atau mulur
yang dapat dilihst sebzgsi berikut ;

1. UNCLOS 1 ( United Nations Confrencé on the law of the
sea ) Konfrensi PBB ke-l1 tentang hukum lsut tahun 1958
2., UNCLOS 11 ( United “‘ations Confrence on the lsw of the
sea ) Konfrensi PBB ke-11 tentang hukum lsut tahun

1960.
3. UNCLOS 111 ( United Nations Confrence on the law of
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the sea ) Konfrensi PBB ke-111 tentang hukum laut tahun
1973-1982.

Ketigs konfrensi tersebut di atss menghasilkan be-
berspa ketentuan yang berbeds di mana pada UNCLOS ke-1
menghssilkan 4 konvensi ( 1958-1960 ) yaitu ;

1. Convention on the teritorisl ses and continuous zone

2. Convention on the high sesas

3. Convention on fishing and conservation of the 1living
resources of thr high seas

4, Convention on the :continental shelf

Sedangkan pada kofrensi hukum laut tahun 1973-1982 meng-

hssilkan ;

1. Teritorial sea and contiguous zone

2. Steraid used for international nasvigstion

3. Archipelagic state

4, Exclusif Economic Zone ( EEZ )

5. Continental shelf

6. High sess

7. Regim of islands

8. Enclosed or semi-enclosed seas

9, Right of access of land-locked state to and from the
sea and freedom of transit

10. The area

11. Protection and presecvation of marine environment

12. Marine scientific research
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13. Development end transfert of marine technologhi
14, Settlement of disputes
15. General profition

Dengan melihst structure dari hasil konfrensi  19¢2
yang disusun dalam suatu konvensi yakni konvensi hukum
laut, meks nampek bahwa pada konfrensi 1958-1960 Zona
Ekonomi Ekksklusif tidak mendapat tempat adatu dengan kata
lain belum ada pembshasan mengensi hsl tersebut. Hal itu
disebabkan oleh faktor negera itu sendiri ysng mempunyai
tuntutan yang berbeda-beda hingga sulit dipertemuksn s&stau
sulit dismbil suatu kesimpulan tentang berspa batas yang
sebenarnys.

Tindakan Indonesia dalam menetspksn Zona Ekonomi
Eksklusif merupsksn tindsksn lanjutan yeng disponsori oleh
Amerika Latin, dan jugas hal tersebut adadish tindaksen se-
pihak Amerika mengenai Landas Kontinen den periksanan me-
lalui Proklamesi Trumen 194%5., Jadi dapat dipastikan behwa
Proklamasi Trumen melaterbelakangi dan mewarnzi timbulnya
perkembangan rezim Zons Ekonomi “ksklusif 200 mil laut
tersebut.

Tindakan sepihak yang‘dilakukan oleh Ameriks unt uk
menemukan dan memperjuangk%n ﬁpntutan mereka dals hal
memperluas wilaysh laut qeﬁfuﬁ?zgo mil lsut itu merupakan
durisn runtuh bagi Amerika, Winston C.E. ( G.Karts sapoet-

ra , 1991;116 ), manyatakan bshwa ; negara-negare . Amerika
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Latin dslam mengajukan tuntutsnnya itu telah menemukan be-
berspa argumentasi yang bertujusn untuk melindungi sumber-
sumber keksyaan alam yang banyak terdspst di perairan se-
jauh 200 mil, termssuk sesbed atau dssar laut dan tenah
di bawahnya ( subsoil ).

Tututan yang seme dilskuksn pula oleh Argentina
dengan mengajuken teori Epicontinental ses, Menyusul
Equador, €hili dan Peru dengan teorinya yang dikenal

dengan teori Bioms atau teori penghidupan, yang selanjutnya
Amerika “stin yaitu Meksiko ( 1945), Panams (1946), Hon-
duras ( 1950 ), Costa rica ( 1950 ), Elsalfador ( 1950 ).
Sebagai kelsnjutan dari tuntutan mereks mska pada
tahun 1952 lahirlah deklarasi Santisgo ysng ditandatangani
oleh negsra-negara Chili, Equador den Feru, Telah di-
kemukaksn bahwe motivesi utams tuntutan ketigas negare pe-
serta Deklarasi Santiago adslsh pelsksansan yurisdiksi
Eksklusif terhsdap sumber-sumber kekaysan alam ( sumber
days hasysti maupun non hayati ) yang terdapat di persiran
nya yang berksitan dengsn perairan sejah 200 mil, sumber-
sumber msna sangat bermenfast bagi peluksansan pembangunan
di negra-neg-ra peserta deklarssi tersebut. selanjutnys
linkaran sejauh 200 mil itu , Hak-hak lnnocent Psssage
( pelaysran lintas demai ) yang iunovensif tidak mengganggu

tetap diskul sebagsimana mestinya.

Sehubungan dengan tuntuten-tuntutan beberapa negsra
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mengenai ZEE 200 mil tersebut, PoB telah . menyelenggarakan
konfrensi 1,}1 yang terutems tujusnnya unt uk menetapkan
lebar lsut wileysh, aken tetepi kedus konfrensi tersebut
ternyate mengalami kegsgalan. Kegagslan 1ini berakibat me=-
luasnys praktek neg ra-negsra délam hal menuntut wilaysh
perairan yang berbatasan dengsn pantai darstannya,lnklusif
tuntuten yurisdiksi 200 mil. Tuntuten-tuntutan ini makin
meluss sekitar tahun 1960-1970 ( menjelang pelsksanaan
konfrensi 111 1973-1982) yeng terutams menuntut yurisdiksi
200 mil, dan tidak hanya terbates pada negara-negaraAmeriksa
latin sajs, melainkan juges wneluss pada negera-negura Asia
dan Afrika.

Winston C.E, ( 1991,117 ) berpendapat bahwa kendatipun
negara-negre seperti Benin, Brezilia, Equsdor, Pansma,Peru
Siers, Leonea dan Somali tetap menuntut yurisdiksi 200 mil
sebsgai wilayah di muna ketentuan hukum Internssional itu
berlaku mengenai laut wilsysh, maks negara-negaras seperti
Argentina, Bangledesh, Chili, Costa Rica, ElSalvador, Gua-
temsla, Hondures, Indies, Iceland, “eksiko, Njicaragua, Uru-
guai, dan USA mengs jukan tuntutan yang sejalan dan selszras
dengen tuntutsn yang teleh dikemukakan oleh negara-negara
pesertas Deklerasi santiago 1952 ( Chili, Equador, Peru ).

Persetujuan-persetujusn multilateral yang diadakan
oleh negera-negers diantara mere<s, haik negsra hmerika

Latin maupun negara-negara ..” Asia den Afrika sangat
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setujuan msns menghasilkan Leklarssi, Resolusi dan laporan
yang bertujusn menyusun draft prinsip-prinsip baru menge-
nai yurisdiksi zona 200 mil, prinsip-prinsip mAans ber:-
kembang terus dolam setisp persetujuzn ysng akhirnya final
pada konsep 200 mil.

Perlu dijelasksn, bahwa dalam perkembangsn selanjut-
nya delegasi Kenya secara resmi telah mengajuksan usul
rancangan pasal-pas:1l ZEE dalam persidangan seabed committe
1972, yang selanjutnya dimasukkan dalam list of subjectsen
and issus dan dibshas dalam konfrensi hukum laut 111 1974~
1982, yang merupakasn pelaksanaan wtas resolusi PBB 2749
(xxv) 17 Desember 1976 di mena mejelis umum dengan khidmat
menyatakan antars lsin, bshwa baik kiéwesan dessr laut dan
samuders dan tanah di bawehnys di luar batas yurisdiksi
nasional maupun sumber kekasysan adalah warisan . bersama
ummat manusia yang eksplorasi dan eksploitasinys harus di-
lsksanakan untuk kemanfaatan ummst manusia sebagai suatu
keseluruhan tanps memsndang lokasi geografis negara. perlu
pula dijelasken bahwa sehubungan dengsn tuntutan yuris-
diksi Zona Ekonomi ksklusif 200 mil, make Resolusi dan
laporan yang telah dihasilkan sdalsh sebagai berikut :

a. Negara-negsra Amerika ‘atin ; Deklarasi montenfidio dan

veklarasi lims (1970), Dekalsrasi Santodominngo ( 1972)

resolusi hukum antar Amerika ( 1971-1973).
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b. Negsra-negars Asia dan Afrika ; laporan sub komite
AALCC ( hAsian Africen Legsl Cousultatif Committee) 1971
1972.

Konfrensi hukum laut 111 merupakan puncak dari konf-
rensi sebelumnya yang telah berhasil merumusksn dan mene-
tapkan bstas-batas ZEE, namun bukan berarti bshwa konfrensi
tersebut langsung ditetapkan begitu saja, melainkan di-
sertai pula dengan pergolsksn mempertahankan konsep masing
masing negara yang diwakili oleh delegssi déri tisp~- tiap
negra yang bersangkutan,

Delem pelsksanasn konfrensi hukum laut lnternasional
1982 adas lims kelompok yang mewakili kepentingan perjuangan
mesing-masing di bidang hukum laut tersebut yaitu;

Pertama ; Teritorialist group, kelompok ini menghendaki 200

mil lsut sepanjang goris pantai sebsgei wilayah teritorial

yang tunduk padas kedaulatan penuh pada mereks. kelompok

ini berssal dari kelompok negasra Amerika “atin,

Kelompok yang ke-11 adalah Economic ;roup, kelompok
ini tidsk menghendaki adanya . klaim zona 200 mil laut yang
menjadi bagian dari laut teritorisl negara pantai, me-
lainkan mereka mengklaimnys sebagai sesustu yang esensial
bagli pengembangsn daya ekonomi mereka dengan lain per-
katsan bahwa, klaim mereka terhadep zons itu hanye

menyangkut aspek ekonominya saja ( yakni sumberdsya serts

semua yang berhubingan dengcen eksploitasi sumberdayz) .
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Di sinilsh as:1l mula munculnyz konsep Zons Ekonomi  Eksk-
lusit ( ZEE ),

Ketiga ; Patrimonialis group, Kelompok ini cenderung
menerima 200 mil laut sebagai ZEE dsripsda menjadikannya
laut teritorial, <Letapi menurut kelompok ini, Jjika kita
memiliki landas kontinen 200 mil dan secsra geologis landss
kontinen itu memsnjang hingga batas luar pinggiran tepian
kohtinennya ( continentsl mergine ), make landas koutinen
tersebut tetap merupsksn milik negsre pantai. Keberadaan
kelompok ini merupskan hasil modifikssi deri konsepsi
ekonomis ysng asli.

Keempat ; Marginist group, kelompok ini merupakan
gabungan negsra-negsra yang mempunyai landas kontinen yang
luas ( termssuk Ameriks Serikst don Cansda ) dimans mereks
menghendaki perlussan yurisdiksi tidek hanya pada pengerti-
an landss yang normal menurut ukuran geologis tetapi Jugs
kepada natursl prolongatiofl wilaysh teritorial mereks
hunggs kemanapun batas pinggiran lusr tepisn  kontinennya
berakhir, Jiks perlu, hsl itu meliputi ribusn mil ke dasar
laut, Kelompok marginist ingin, kedsulatan penuh  negsra
pantail diperluas hingga mencakup tanjaksn dan landas
kontinen itu sendiri,

Kelime ; Archipelaghist group, sebush kelompok yang

terdiri sntsra lain Indonesia, Pilipina dan Fiji. Kelompok

ini sams sekali tidak keberatsn dengsn gagasen - gagssan




18

kelompok terdahulu, tetapi dolem satu keadsan yakni bshwa
semua hal menyangkut Zona “konomi “ksklusif, tepisn landas
kontinen harus diukur di bagian luar kepulsuan mereka
b.gaimenapun kondisi geologis lingkungan laut di dslam ke-
pulasuan nusantara mereks. Sebagai contoh ; kita mengambil
laut “anda daslam wilayah lndonesia. Secars geologis, kite
dapat menem‘ukan adanya tanjsken kontinen atau bahkan
dataran bawah laut yang delam, Di sini kita tidak me-
mendang semuanya sebagal bagisn dari rezim lzndas kontinen
tetapi kesemuanys diberlakuk:n rezim archipelagic dalam
kedasuletan penuh yang kita miliki, sehinggs landas kontinen
dan ZEE harus diukur di bagian lusr kepulauan nusantara.
( Hasyim Djalal,1990;41).

Jadi perbedsan pendapat yang terjadi pada UNCLOS 111
tersebut berkisar pads dus perbedasn pendapat yaitu;
Pertama ; Apakah Zona yang dimsksud merupaken laut bebas 7
Kedua ; Apakah keduduken ZEE tersebut merupakan hukum
( suatu rezim hukum tersendiri ) ?

Delam hal ini negara-négara maritim yang tergolong
bessr seperti USA,USSR,Jepsng dan Jerman barat bersitegang
dengan pendapatnya bahwa ZEE 200 mil harus tetap merupakan
lasut bebas ( mereliberium ) dengsn ketentusn bahwa ;

a. Negars-negars pantai diberi wewenang tertentu ter-

hadap kekayszan alamnya.
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b. Kebebssan laut inclusif kebebasan untuk menggunskannya
~keperlusn militer, tetap berjzmin bagi semus . bangsa,

sedangksn negara-negara pantai yang berkembang, dengan

gigih pula tetap mempertahankan penuapatuya . bahwa
konsep ZEE merupskan konsepsi sui generis dengun

ketentusn sendiri mengenai hak dan kewajiban negeranya.

Jadi negara ini menentang dipertshankannys status laut

bebas bagi ZEE den kendstipun mengzkui bebersapsa hak

laut bebss dengan ketentusn bahwa hsk-hsk - tersebut

harus diperjelas.

Hasjim Djalal ( 1979 ; 115 ) menyatakan sebagai berikut
"Negara-negara tak berpantai dan yang secara geog-
rafis tidsk beruntung menuntut hak yesng same dengan

negara—qegara pantai,tidak sajs di bidang perikanan
tetapil juga terhadsp sumber-sumber kekayaan laut

lainnya yang ade di dasar laut., Tetapi negsra pan-
tai hanya bersedia memberikan partisipesi kepada
mereka untuk kelebihan ( surpluse ) ikan yang tidsk
depat dizmbil negara-neg-ra pantzi",

Patut dibanggakan dalsam penyelesaian mssslah ZEE ini
ditempuh cara-cara y«ng pada dasarnys menjadi tujusn hukum
Internssional, dimanz psda skhirnys pertentangan dan per-
bedsan pendapat yang pads mulanys tegeng itu, dengan jalan
perundingan dan mufakst kemudian dapet dipertemuken , se-
hingga perjusngan mengenai yurisdiksi eksklusif 200 mil

ketentuan-ketentuannys depat dirumuskan, kepentingan semua

pihak depast ditampung tanpa saling merugikan.

Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil itu dengan demikian
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tidek dikualifikasikesn sebagai laut bebas dan tidak  pula
sebagsi leut wilayahnys, aken tetapi sebagai suatu rezim
sui generis ysng artinya mempuuyai ketentuan hukum sendiri.
Lengan diputuskannys batas ZEE 200 mil itu tidak .tertutup
kemongkinan-alldnys pertanysan yang muncul secara spontan,
mengapa batas 200 mil itu dipilih sebcgai batas dalam
menentukan zZkE ?, Untuk menjswab pertanyaan tersebut R.R .,
Churchil snd A.V.Lowe ( 1983;126) menegaskannys sebagai

berikut;
"The rea OES.BFE historical and political : 200 miles
has no 28 ersl geographical, ecological or biologi-
cal significanse. At the begining of UNCLOS the
most extensive zones claimed by coastal state were
the 200 mile cleims of some Latin American and

African states. Since it womld have been very diffi
cult to persuade those states to accept some lesser
limit than 200 miles, it was thought-correctly, as
it turned out-that it would be easiest to reach ag-
reement on the owther limit of the EEZ by choosing
the figure that represented the broadest existing
claims. However, thre remains the quetion as to why
the figure of 200 miles was originally chosen by the
first state to claim @ zone of this breadth Chile".

Jadl esensi daeri pendspst Churchil didssarkan pada
alesan historis dan Politik., 200 mil lsut tidsk mempunyai
kepentingen geologis, ecologis, geografis. Pada permulsan
UNCLOS, zona-zona yang umumnya diklaim oleh negara pentail
adalah 200 mil yakni negsra Amerika Latih dan negara
Afrika, Kkerens akasn sangat sulit membujuk negara - negars

untuk menerims limit ysng kurang 200 mil. DBahwa Iebih

mudah mencapsi persetujuan pada limit luer ZEE dengan .
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memilih angka-angka klaim yang paling besar, aken tetapi

tetap ads pertanysan, angks 200 mil mulanya dipilih oleh
negars pertama untuk mengklaim suatu Zons bksklusif,
Selzin pendapat atau argumen ysug dikemukskan di stas
tentang alesan diambilnya bstas Zona yang 200 mil itu
dalam buku yang ssma Fort Holiick Dberpendapst lain
dengan mengatakan @
" The figure 200 miles seews to have been some thing
of an accident. Chili's claim was motiveted by a
desire to protectits then new off shore . whaling
operations. The whaling industry only wanted a
fifty-mile zone, but was advised that some prece-
dent was necessary. The most promising precedent
appeared to be the security zone adopted in the
1939 Leclaration of Panams. This zone was wrongly
thought to have been 200 miles in breadth; in fact
it varied and was nowhere less than 300 miles".
Pemdapat prof. Hollick tersebut menghubungksn angka  yang
terdapat dalam zona tersebut sebagai suatu hsl yspg serba
kebetulan, terbukti dengan pendapatnys yang mengatakan
bahwa angks 200 mil itu kelihatannys merupsksn sustu ke-
betulan saja, klaim Chili dimotifasi oleh sustu keinginan
untuk melindungi operasi penangkspan iken paus lepas
pantai. Industri penangkapan ikan paus hsnys menginginkan
Zona 50 mile, tetapi disarankan bshwa hal itu penting, se-
bagaimana zona keamsnan yang ditetapksn pada tahun 1939

Deklarssi Panama, Zona ini diperkirsksn secars klaim

mempunysi lebar .00 mil, kenyataannya berpariasi dan

dan tidak ads dimanapun yang kursng dari batas 300 mil.




22

Dari histori tersebut jelas kiranys bahws perkembangat.
yang terjadi dalum konfrensi hukum lsut ke 111 merupakan
lanjutan dari sustu proses perubahan yang telah terjadi
sejak akhir peirahg dunia ke-11,

Menurut Mochtar Kusumsatmsdja ( 1976;75 ) .© _faktor-
faktor yang mendorong terjadinya perubshn-perubahen dalam
tata hukum laut termassuk di dalamnya pengaturan mengenai
ZEE, adalash sebagai berikut;

"Pertams, mekin bertambsh bergsntungnya - penduduk

dunia yang makin bertambsh jumlshnya pada laut dan
samudera sebagai sumber keksysan alam baik hayati
maupun mineral termssuk minysk dan gas bumi.

kedua, Kemsjuan teknolégi yang memungkinksn peng-

galian sumber kekaysan slam di lautyang © °~ tadinya

tidak terjangkau manusis.
ketiga, Perobshan peta bumi politik sebgsi akibat

bangunnya bangsa-bangsa merdeka yang menginginkan

perobahan dalsm tste hukum lsut internssional yang

dianggapnya terlalu menguntungkan negsra -  negara

maritim ysng maju ".

Demikian puls Etty R.Agoes ( 1991 :9 ) mengatakan
behwa : Perubahsn-perubshan tersebut telah menempatkan
hubungan antars manusia dan lsut pada sustu kesdsan yang

tidak pasti.

2.1.2. Pengertizn Zons Ekonomi Eksklusif ( ZEE )
menurut Konvensi Hukum Laut Internssionsl 1982.

Dalam memberikan pengertian ZEE ini, kita harus me-

lihanya pada dus arah, di mena pacda susut kepentingan satu

neg: ra harus puls mengacu pada ketentuan yang ada dan telsh
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disetujui serta diratifikassi bersams dala suatu konvensi
yang telah disebut di atss. Sebelum diuraiken pengertian
ZEE perlu dikemukskan bshwa ZEE adalsh terjemshan langsung
dari istilah dalam bahasa Inggris "The Exclusif .. Economic
Zone" dan merupakan salah satu hasil kompromi yang dicapsi
konfrensi hukum laut antara negars-negera yang  mempunyai
konsep dalam pendirian yang saling bertentengan antara
satu negara dengen negars yang lain, anataer negera -negara
dan negers-negera maritim bessr, den negecra pantai dengan
negara yasng tidak berpantsi yang seccrs geografis tidak
beruntung.

Adapun ketentuan mengensi ZEE terdapat dalam Bab v
yang distur dalsm pasal 55 sampai pasal 75 Konvensi hukum
laut 1982. Adapun isi pasal tersebut adalsh @

" The exclusif economic zone is &n ares beyond and

adjaccent to the teritoriel sea, subject to the
specific legal regim established in this part,under

which the rights end yurisdiction of the coastal

state and the rights and freedoms of other states

and governed by the relevant provisions of this
convention ", ST Munadjat Lanusapoetrd ( 1983;79).

Kalau kita melihat isi dari pasal tersebut, timbul

pertanysan tentang bstas dari ZEE , namun jiks kitsa meng-

kaji lebih mendalam isi konvensi khususnya dalom bab yang
sama, meka akan ditemukan apa yang menjadi | permasalahan.

Namun tidek teitepas dari pengertian ZEE itu sendiri _ yzng

eksistansinya sdalsh suatu daerah di.luar dan berdampingan

dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim husus ysng




24

ditetapkan dalsm bab V di bswsh mens hak-hak serta yuris-
diksi negara pantai dan hsk-hsk serta kebebasan negara
lain, diatur délam ketentusn yang releven dengsn konvensi
ini. Selsnjutnya passal yang membshas masalch batas _ LEE
terdapat dalam pasal 57 konvensi hukum laut 19582;

" The exclusif Economic Zone shall not extend beyond

B b e Al s sl

Zona Ekonomi tksklusif tidek boleh melebihi 200 mil
laut dari geris psngkal mene lebar laut teritorial di ukur
sedangksn garis pangkal ysng dimsksud beb ini ( Konvensi
hukum laut 1962 pasal 5 dan 7 ). Lampiran

Ketentusn mengenai lebar ZEE ini buken tidak mungkin
menimbulken permasalshan baru di monz ketentuannys  sudah
ditetapkan, tapi sampai pada penysunan karya ini belumlah
dapat dipastiken bahwa 200 mil adalah batas yang tetap,
sebab ketentuan dari sustu konvensi itu berlaku, apabila
yang meratifisir sudap terdiri atau mencukupi sesuai jumlah
yang ditetapkan yakni berlskunys konvensi hukum laut 1982
harus dirstifisie oleh 60 negars peserta sedangkan ke-
nyataan jumlsh negsra-negera yang telah . méerstifisirnys
beru sejumlah 51 negaras, sessuai date yang penulis
peroleh di Depertemen Luasr Negeri sub Perjsnjian Inter-
nasional yang secara keselufuhan dpeta dilihat sebagai

berikut @
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32,
33,
34,
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
420
43,
44.

45.

Fioji
zanbia
Mexico
Jamaica
Mamibia
Ghana
Pahamas
Fgypt
Relige
Ivory coast
Pilipines

franbia

(uba

cinegal

cudan

gaint

TOgOo

mTunisia

Fahrain

Tceland

Mali

Iraq

Guinea

Tanzania

Ccamerg n
Indonesia
Trinidat dan Tobago
mait

Yugoslavia
Nigeria

guinea

Paraguai
pemokrasi Yaman
Caveperde

Qaotome and prisipe
cyprus

rrazil

antigua dan barbuda
Kenya

7aire

zomalia

oman

rotsoana

lganda

Anggola

Nepember
Maret
Maret
Maret
April
Juni
juli
Agustus
ragustus
Maret
Mei

Mei
Asustue
October
Janvari
maret
April
April
Mei
Jini
Juli
Juli
September

ceptember
Nopember
Pebruari
April
Mei
Mei
Agustus
Apustus
September
Juli
Agustus
Nopember
Desember
Deacember
Pebruari
Pebrusri
Pebru~ri
Juli
Agustus
Mei
Nopember

Desember




46, Grenada 25 hpril 1991
47, Negara Vederasi Mikronesisa 29 April 1991
48, Marcel Islan Q9 Agust 1991
49, Seychlles 16 Sept 1991
50. Solomon

51. Dominica 24 Okt 1991

Gambaran di atas menunjukkan bahwa KHL 1982 hingga
ssat sekarang baru dirstifikasi oleh 51 negara yang nota
bene merupaskan syarat berlakunys kénvensi tersebut, ini
berarti tinggal 9 negers yang belum meratifisirnya, nsmun
bukan berarti bazhws konvensi tersebut atau ketentuan menge-
nai ZEE itu sendiri belum berlsku, hanya sebagai pen-
Jelasan stas masalah ysng timbul mengenai sifat ZEE  itu,
hingga perlu pula dipaspsrkan mengenai negar-negura yang
yeng meratifisirnya, Tentu sajs hal ini tidak boleh men-
Jjadi bagi indonesia untuk melaksanaksn ketentuan yang ter -
depat dalam konvensi tersebut, apalagi jumlah 60 negara
peratifikaesi bisa saja tercapai setiap sast.

Dengan melihat uraian di atas, jelas bahwe pengertian
ZEE dan batas atsu lebar ZEE dalsm konvensi 1982 terpisah,
namun hal tersebut tidak ditentuvkéin dalam pasal yang rele-
vann akan tetapi kiranya hal tersebut bukan penghalang
dalam pengimplementasiannya. Untuk memperjelss pengertian
dan batassan hukum ZEE msaska kita kembzli pada pengsturan
dari konvensi hukum laut 1982. Seperti yang dikatakan
Bernard H.Oxman ( Chairul #nwar, 1982;45 ),

" Bahwa ketentusn-ketentusn Zonaz Ekonomi Eksklusif
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keseluruhannys adalsh hukum yang baru, diukur dari
segala sudut, politik, Militer , ekonomi, ilmiah,

lingkungan, sebagian besar deri kegiatan dan ke=
pentingan di lsut dukussal oleh pengsturan hukum
laut",

Konvensi hukum laut 1982 menetapkan pengaturan maritim
di luay tetapi bersambung dengan laut teritotial  seperti
yang disebut di atss, ysng luasnys tidak boleh melebihi 200
mil dari geris pengkal yang dipsksi untuk mengukur laut
teritorial., Hal inisejslsn dengen spa yang diutarakan
D.P.0'Connel, (1983;727) sebagai sesustu hal ysng bersifat
mengikat karens dilendssi oleh ketemtuan deri hasil konf-
romi negéra peserta konfrensi 4982 di Jamaica bay 1982.

Dari ketentusn di atas timbul masalsh lsin di ms na
penetapan batas tersebut berlsku untuk negers ysng kondisi
panteinya tidek over lapping dengan negers lain, dengsn
negare lsin, sehinggs dalem keadean negera yang pantainya
berhadspan atau berdampingan dapat menetukan langksh yang
lebih bijekssna sesuai dengan pasal 74 konvensi hukum
laut 1982 sebagai berikut ;

" The delimitation of the exclusif economic zone

between states with opposite or scjacent coasts
shall be effected by agreement on the basis of

international law, as referred to in article 38 of
the internstionsl court of justice, in order to
achieve an equitable solution ".

Sekalipun menurut ketentuan hukum internasional &atau
konvensi hukum laut 1982 pemecahannys harus diselesaiksn

melalui cara ysng adil, namun semus kemungkinan akan
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terjadi seperti tidak tercapsinys persetujuan yang dimak-
sud sebageimena ysng tersurat dalem pasal 74 (1) ~ 'serte
delam jangks waktu yang efisien, dan hal itu bersrti bshwa
harus ada sistem dalam menyelesaikannya, dan ternyats mas-
alsh ini dapst diselesaikan melalui persetujusn '~ ~ ‘kedus
belah pihak seperti ysng terdapat dalem pasel (2) ;

¢" If no agreement can be reached within & ressonable

pertrd of time, the state concerned shall resort to
the proeedures provided in part xv ",

Dukungen tersebut di atas ( pasal 74(2), terhadap
bangsa Indonesia itu sendiri berdasarkan hasil recearch
sebelumnya tidak pernah direalisasikan dan tetap mengacu
pads ketentusn hukum internasional yang berlsku pasal 38

statuts mehkamah Internssional. Khusus untuk ~ Indonesia

dalam hsl kesus seperti di atas mempergunakan median lines.

5.2.2. Pengertisn Zona Ekonomi Eksklusif menurut Undang-

undang nssional Indonesia.

Pengertian ZEE yang tertuang dslsm aturan perundang-
undangan nagional Indonesiz tentu tidak terlepas dari
pengertian yang terdepat dalam konvensi 1982, yang asas-
asesnya mulai ditenamken dasn diletakkan dalem Deklarasi
juanda tanggal 13 Lesember 1957 sebagai negara  kepulauan
( erchippelagic state ). Asas-asas itu kemudian dituangkan
dan dikukuhken melalui undang-undang no 4/prp/1960 sebagai




29

berikut ; Mochtar Kusumsatmadja, (19783120 ).

" (1) Untuk kesatuan bangsa integrites wilaysh dan
kesatuan ekonominys ditarik garis pangkal " lurus
yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulasu-
nulau terluar.

(2) Negara berdsulat atas segals perairan yang ter-
letsk dalam garis-geris pangkal lurus ini termasuk
dasar lsut dan tenah di bawahnya, msupun ruang
udare di astasnya, dengan segala kekayaan slam yang

yang terksndung di dslamnys.

(3) Jalur lasut wilaysh ( laut teritorizl ) seleber

200 mil, dikukur dari garis pangkesl lurus iui.

(4) Hak lintas damai kendarsan air ( kapal ) asing

melalui persiran nusentare ( Archipelagic weters)

dijamin selama tidak meraguken kepentingen negsra

pantai dan mengganggu keamanan dan ketertibannya".
satu hal yang patut dicatat bahwa, seluin sebagsi suatu
gelanggang atau forum untuk memperoleh pengakuan inter-
nasional bagi konsepsi neg ra kepulsuan, Konfrensi hukum
lzut Jenewa juga telah digunakan oleh Indonesia untuk mem-
perkenalksn konsepsi nasionalnya sebagai negara kepulauan,

Kaslau kita melihat isi yang tertusng dalam persturan

pemerintah tersebut, meka nampak salsh satu prinsip ter-
penting dalsm persturan perundsng-undangan itu yskni ada-
nys caras penarikan garis-geris psugkal lurus dai ujung ke-
ujung ( streit baseline fronppoint to point M - sebagai
¢ars untuk mengukur lebar laut wilsyah 12 mil sehingga
dengan demikian, jalur lsut wilsyah yang terjadi karena
nya mengelilingi seluruh kepulsuen wilayah Indonesia se-
bagei suastu kesatuan yang utuh., Seluruh perairan yang

terletsk pada sisi dalam garis-garis pzngkal lurus tersebut,
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merupakan periran pedaslsman/perairan nusantars, Hal ini
sesusl dengen hukum internasional ( konvensi Genewa 19-8).
Pada perairan pedaslsmen (internsl waters) tidak di-
mungkinkan sdanya hsk lintas damsi ( the right of innocent
pessage ) bagi kapsl-kapsl asing, Tetspi Indonesia  ber-
dassrkan Undang-undang no 4 1960 dan PP no 8/1962 mem-
perkenaslkan adanya hak sedemikion, hal ini ... menunjukkan
adanys itikad baik (good faith) negsrs Republik Indonesia
terhadap dunia luar. Dalam konvensi hukum laut 1982 isti-
lah perasiren pedalamsn ( intémel: ' watérs ) diganti dengsn
perairan Nusantars ( archipelagic waters ), seperti ter-
cantum dalsm pasal-pssal 49 dan 50, dan rezim negara nusan-

tsrs (archipelagic state) yaitu dslam Bab 1V konvensi hukum

laut 1982,
Berdasarkan konvensi hukum lsut di atas ° kedudukan
hukum negara kepulauan republik Indonesia semakin kokoh

karena di dalsm konvensi tersebut, terdap.t pasal - pasal
yang mengatur mengensi masalsh tersebut, Hal ini berarti
masyarakat Internasional telah memberikzn sepenuhnys Peng-
akuan terhadsp prinsip-prinsip hukum negara,

Idris Buyung,(lontara Unhas,no 24 tahun 1984) ber-
pendapat bahwa pada prinsipnye, Indonesia mendukung = kon-
sepsi ZEE, kendatipun dem;kign dukungan tersebut dilskukan
dengsn siksp hati-hati, karens delsm hsl ini Indonesia
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berada dalem suatu posisi yang sulit (delam suatu dilema),

hal ini disebabkan karens di satu pihak ads kelompok negara
( delem hal ini Negara Afriks ditambsh dengan negsra-negars
yang secara geografis tidsk beruntung ) ysng menghendaki

agar apabiles konsep ZEE ditetapkan oleh konprensi, maka

konsepsi landas kontinen sudsh tidak relevan lagi, karens

dsser laut seperti tensh di bawehnys selams ini disebut

landss kontimen dengan sendirinys telah tercakup dalam
konsepsi Economic Zone, padshal Indonesia ingin tetap

mempertahanks konsepsi landas kontimen dslam arti yuridis

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, di samping
menyatakan dukungannya terhadap konsep ZEE,

Di lain pihsk prinsip negera kepulauan (archipelagic)
yang menjadi sassran dan tujuan utams perjusngan Indonesia
di forum internssional, mendapat simpsatik serta  dukungan
déri kelompoknegara tersebut di atas, sehinggs ~ "~apabils
Indonesia terang-terangan membela konsepsi londas kontinen
untuk tetap dipertahanksn sebagai sustu konsepsi yang ber-
diri sendiri. Bi samping konsepsi zona ekonomi, maka
dukungan yang selama ini diberikan kepzda kelompok ter-
sebut bagi perjusngan wawasan nusantara dikhawatirksn dapat
ditarik kembali. Itulah sebabnya sikap Indonesis dalam
menghadapi konsepsi ZEE dilskuken secara berhati-hati. Se-
telash Indonesia melihat bahwa keadaannya telah aman (safe)

delam arti kedus konsepsi tersebut dapat bereksistensi
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tanpa yazng setu harus membunuh yang lainnys, makes pada
tanggal 21 Yaret 1980 dukungsn Indonesia terhsdap konsepsi
Zona Ekonomi dinyatakan secers tegas dalem peraturan peﬁe—
rintah tentapg ZEEI dalam Undang-undang no 5 tahun 1983.

Pengertian ZEE dap:t dilihat dalam pasal 2 Undang-
undang no 5 tahun 1983 sebggei berikut;

" Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalsh jalur di
luar dan berbatasan dengen laut wilayah Indonesia
sebagaimena yang ditetapkan dengan Undang - wundang
yang berlaku tentang perairen Indonesis yang . me=-
liputi dssar laut, tansh di baswahnya dan air di
atasnya dengan bates terlusr 200 mil laut diukur
dari geris pangkal laut wilaysh Indonesia".

Apabila dianslisa peraturan perundang-undangan ter-
sebut, maekes dapat disimpulkan behwa apa yang terdapat
dalam pengumumsn pemerintah tersebut secara keseluruhan
berpedoman kepada pssal-pasal ysng terdapat dalom konvensi
hukum lsut 1982, hunya saja dalam Undeng-undang nssional
Indonesia, kedua pengertian dan batasan disatukan dalam
satu pasal.

Menurut ldris Buyung dan Marcel Hendrapsti ( lontara
Unhas, no.24;1984) bahwa, sebensrnya apa yang tertuang
dalsm ketentusn undang-undang nasional lIndonesis secara
keseluruhen berpedoman kepada konvensi, terkecuali yang
berkensan dengan pengertian ZEEI, karens = pengertisnnya
tidsk didasarkan pads pr}ésip négara nusantars menurut

ICNT atau draft conventibn on the law of the sea,melainkan

didasarkan stas prinsip negesra nusantara menurut undang
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undang no. 4.Prp tahun 1960 mengenai perairan Indonesia,
kendatipun tetap menggunskan lebar 200 mi.
Dengan dikeluarkannya pengumuman Indonesia mengenai
ZEE, berarti;
a. Indonesias mempunysi hak-hek berdaulat untuk menetapkan
dan melaksanskan ketentuan yang berlaku pada Jjalur ZEE
200 mil sesusi dengan ketemtuan-ketentusn yang berlaku,
b. Penetapan batas ZEE merupakan kebijaksenaan -~ - yang
penting, karena tidak ditetapkennya batas ZEE psda gaat
itu, kemungkinan skan terjadinya persengketsan di
kemudian hari tentu selalu ada.
c. Penetaspan bates ZEE tersebut bagi Indonesis berarti
bertambshnys perszirsn dan dasar laut + 2,5 juts Km 2,
d. Penyelematan dan pengsmeénsn sumber-sumber keksyaan laut
.dengen bertambsh luasnys, perairsndan dassr laut ter-
sebut merupskan sustu tantangan yang harus dihadapi
secara tangguh demi keselamatan Hankam dan kehormstan/
prestise negara dan bangsa Indonesisa,
Perlu ditambahkan bahwa kendatipun bangse  Indonesdia
misalnys tidek mengeluarkan peraturan-peratursn ysng ber-

kenaan dengan ketentusn yang ada dalam konvensi 1982,
harus tetap tunduk dan berpartisipasi dalsm merealisasiksn
aps yeng tertuang dalsm konvensi tersebut, karens dengan

melihat susunan negsra-negare yang ikut meratifikasi




34

perjanjian tersebut, Indonesia masuk dalsm urutan yang
ke 20,

Dapat dikatsksn bahwa pesal-pssal dari undang-undang
yang tershir ( Undang-undang no 5/1983) teristimewa pasal
2 mengenai pengertian ZEE yang redaksinys same dengan
pengumuman pemerintah di tshun 1980-sn, dan ternysta tidak
mendapat tantangan atau rintangsn dari negara-negara lain,
sehingga dapat dikatakan bahwa dengan menerims, setidak-
tidaknya tidak mengajukon keberstan terhadasp ZEEL, berarti
negara-negara lainnya dapst menerims prinsip negers nusan-
tars berdasarkan hukum nasional Indonesia., Hal itu dapat
dilihat dalsm usshas dan kebijaksanaan pemerintah Indonesia
dalam penetapan batas laut wilaysh dan ZEE 200 mil dengen
negura-negara tetangga yakni, dengsn Papuanugini, Australia
Vietnam, Pilipins dan lalaysis dengsn memanfaatkan be-
berapa pendapat yang ada hubungannya dengan persoalan teri-
torial dan ZEE, sebagaimena dipaparkan sebagsi berikut ;

a, INDONESIA - PAPUANUGINI :

Masalah penetapan ZEE ZEE 200 mil antara Indonesic
dengan Pspusnugini sesungguhnys tidak menimbulkan per-
soalan, Hal ini disebsbksn karena perjanjian - per-
Jenjian antara Indonésia dan Australia sebelum wilayah
itu merdeks dengsn namalPapuanugini, perlu diadakan

pembaharuan perjanjian sehinggs masalah penetapan




pernystaan bersame kedus negsra yang bersangkuts }1fﬁémud1—
an pada tanggsl 11 desember s/d 14, tahun 1978 dalsm per-
temuan menteri lusr negeri Republik Indonesis dan per-
dagengan papuanugini, pembicarasn mengensi hal .. di atas
menghasilkan pernyastasn bersama yang menjelasksn ba hwa
perjanjian-perjanjian terdshulu tetap mempunyai daya lsku
dan ékan diadakan fihai'agreement penetspan batss kedua
negsra. Juga dalam pernyatasan bersams ini " disebutkan
tindakan-tindskan yang diembil Papusnugini untitk menetap-
kan Zona 200 mil serta kebijsksanaannys dalam pengelolaan
sumber-sumber = days  haysti  Jaler zbna tersebut.
R.S. Roosmen ( analisa 1X no 9,1980 ) menyebutksn bahwa
dalam pernystaan bersams keduas negera yang dikelusrkan oleh
DEPLU Papusnugini tanggel 18 Oktober 1979 di Port Moresby
disebtkan bashwa telah dilangsungken perundingan mengensi
raencangsn persetujuen perbatasan laut di bagisn Utsra
Pspusnugini. Selanjutnys menurut Press Relssi LEPLU ten-
tang perundingan RI dengan Pspusnugini di port .- Moresby
mengenaibatas-batas kedua negara, dinyatakan behw=. deugan
dengan diumumkannya ZEE 200 mil, Indonesia 21 Maret 1980,
perlu diadskan bates ZEE 200 mil kedua negars, terutama se-

hubungan dengen tindskan-tindakan yang telsh diambil
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Pspusnugini dalam menetspkan zona perik.nan (maret 1978).
Dalam rangks itu pads tanggal 29 mei-6b juni 1980 diadsksn
perundingan sntara Indonesi: dengan Pepusnogini di port
Moresby. Dalem perundingan ini berhasil diparaf suatu

naskah persetujuan b.tas-butas maritim kedus negsra, yang

selanjutnys ditandatengani di Jsksrts d:lam rangks kunjung

an PM Yulius Chan entsra tanggal 11 sempai dengan 14 desem

ber 1980, daleam persetujuan menz dimust ketentusn se-

bagei berikut;

a. Ketetapan batas-batas landas kontinen, ZEE dan zona
perikenan di bagisn Utara dan Selatan kedus negara.

b. Pars nelsyen memperoleh perizinan untuk melznjutkan
pengngkapan ikan secara bebas dalem wilayah tersebut,

c. Setiap penemusn minyak dan sumber mineral lainnya

dalam wilsyah perbatasan sksn dibasgi secara adil.

b. INDUONESIA - AUSTRALLIA

Perairsn di sebelsh selatan Timor-timur menimbul-
ken masalah ysng harus diselesaikan Indonesisa dengan
Austrslia. Masalsh ini hanys menyangkut psda perairesn atau
landss kontinen sebelah Selatan saja karena batus landes
kontinen bagian/sebelah timur dan barat timor-timur di-
selesaikan sewoktu wilayah itu mssih merupskan bsgian
portugal. Terjadinyas integrési Timor-timur ke dalam

negare Indonesia, keharusan begi Indonesia dan Australis
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untuk menyelesaiksn penetapsn batss landss kontinen di

sebelzh Selstan pulau tersebut.

|

Ternysts usshas-uszhs melslui perundingsn untuk penets
pan batas landas kontinen di sebelzh selatan Timor-timur
itu kurang lancar daen mengalami "gsp" anters garis bstas
bagian Baret dan Timur sebagsi hasil perjanjian 1971 dan
1972, penetapan batss antara Indonesia dan Australia di
bagian barat dan Timur yang berdusarkan suatu formula
telah mengekibatken 3/4 landes kontinen di persiran  ter-
sebut berada di bawsh pengawasanu Australia,

Sesungguhnys wektu portugal mesih mengussai pulau
tersebut, antars portugsl dan Austrslis telah timbuk per-
bedsan pendapst mengensi landes kontinen di pereiran itu.
Pihak Australia mengemukakan behwa ada dua landas kontinen

yang berbeds ysng dipisahkan oleh lembash timur ( timur
trought ) yang terletak 60 mil sebelsh Selsten ‘P, Timur
den 300 mil . di sébelsh Utars Derwin, Pihak Portugsal
bahkzn berpendapat bahwa hsnys ads satu landas kontinen
(one continuous continental shalf) dsn sustu - " geris
tengah " sehsrusnya ditarik antsrs Austrelia den limor.

Pada tahun 1974 Portugsl meberi izin konsesi kepada per=
usahaan Amerike (OEC) atau Oceanic Explorstion - Company
sampai bates yang diklsimnys (garis tengsh tersebut) yang
ternyata tindaksnnya itu diperotes pihsk Austrslis karena
perizinan itu memotong atau melampaui wilsych konsesi
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berbsgai perusahasn minysk asing yang telah diberi izin
oleh Australis sampai pada garis batss yang telah dai-
klaimnya pula,

Michasel Ricardson (G.Kartasasputro, 1953;129) menyebut-
kon bahwa sehubungan dengsn ussha-usaha penetspan  batas
landas kontinen antara Indonesia den Austraslis, pihak per-
usahasn minyak OEC mengharapksn agar Indonesia memberi
izin konsesi seperti yang diberik:n Portugal, bagi
Australia Jjiks pihsk Indonesia memenuhi permintasan ter-
sebut dan mengubah formula perjsnjian 1971 dan 1972, mzka
izin konsesi itu skan memotong © wilaysh Australia, Pihak
Australis mengherapken ag:r Indonesiz melanjutkan garis
batas "yang kurang lebih lurus" dari gsris-gsris batas
yang telah dicspsinys.

Perundingsn dengen pihak Australis mengensi masalah
ini telah tige kali diadaken (pertams di Canbers pebrusri
19793 kedus di Jakarta Mei 1979; Ketigs di Canbers )  te-
tapi sempai sejauh ini belumlsh tercapai penetapan. ke=
adasn demikian lebih dipersuram luagi . karena pihak
Australis pada tonggal 1 Nopember1979 telsh mengumumke n
zona perikanan 200 mil, dalsem hal ini Indonesia harus
menetapkan pula batss ZEE 200 milnya.

Dewass ini, baeik Indonesis msupun pihak Australia
masih tetap menyatakan hasratnya untuk berunding kembali
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mengenai persoalan batas landas kontinen dan batas ZEE
masing-masing. Tercapainya kesepakatan mengensai penetap -
an batss landas kontinen di bagian Selatan Timor - timur

akan memudahkzn tercapsinya kesepakatan penetapsn batas.

Konflik celah Timuf:ﬁérupakﬁ%“kasus'1anjutan yang
senter dilskukzn oleh Australia dengan mengharap apa yang
terdapat di celsh timur itu dapat dimiliki seutuhnya oleh
negsra tersebut, namun keinginan itu tidsk dapet diwujud-
kan dalam kenyestaan, karens pada tahun 1976 Timor - timur
sudah bergabung dengan Indonesia., Kanker celah timur lalu
kembali meradang. Lalu mengspa celsh timur harus di-
taklukkan ? ades spe grangan yang terdspat di celsh timur.
Dari konflik tersebut di atas dapat dipastikan bahwa
protes yang dilancarkan Austrzlia dilcndasi oleh ke-
inginsnnys untuk mendapatksn kekaysan slam terutama minyak
dan ges bumi ysng terpendsm di kawssan itu., Jadi boleh
dikatskan bahwa celah timur memberikaen jsnji menis bagi
kedus negasra, kendatipun semue itu harus dibuktiksn lewst
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan itu.

Olehnya itu, agesr apa yang dijanjikan celah Limur
itu dapet segers dinikmsti, mska Indonesis den  Austrslis
telah sepaket membentuk kawasan kerjaesams di Celah timur

itu., Adapun zona kerjaseme yeng dimsksudken 1tu dibsgi

dalam tigas basgian, yaitu ; Zona A, terletak antara geris
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batas kedalaman (isobath) 1.500 meter di utars, dan median

line di sebelah Sel}atan.
Sedang Zona B, di Uters dibstesi oleh "median  line"

dan di selatan dibatesi oleh garis 200 mil dari garis
pantai selatan Timur-timur, Zona C, di Utars . dibatasi
oleh Bathymetric axis dan di sebelsh Selatan oleh garis

batas kedslaman 15.000 meter.
C. INDONESIA - VIETNAM ;

Penetapan batas landas kontinen dengan pihak
Vietnam ternyata mengalsmi kesulitan pula, karena adanys

perbedaan pendapat mengensi sistem-sistem penetapannya se-

bagai berikut ;
Bagi penetapan batas lsndas kontinen Vietnam meng-

hendaki agar prinsip "thalweg" dipergunskan sebagaimana

mestinya, Frinsip ini lazim dipergunskan untuk garis
batas negara yang berbatasan dengasn sungei di mana alur-
alur terdalam dan sangat diperhatikan, sejalan dengan

prinsip ini pihak Hanoi menuntut ager sustu trench (parit
laut) yang membentang sejak P.Ansmbas sampei P.Notuns me-
rupakan batss lsndas kontinennys.

Pihak Indonesia sangat berkeberatan dan menolak
tuntutan batas landes kontinen dengan memanfastken trench

tersebut, Indonesia menginginkan sistem penentusn  garis

tengah seb gai batas landas kontinennysa.
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Dengan belum terselessiksnnya masaleh ini, jelass telsh
menggembarkan adunya batss wilsyah yang masih Dbertindihan
den demi keamanan serta ketenongan masing-masing, keadaan
demikisn harus segera mendapat penyelesaian. Dari ke 6
kali perundingsn ysng dilukssnskan oleh kedus belah pihsk,
masing-masing pihak telah menystakan itikad baiknya se-

hingge diperoleh kemajusn-kemsjuan adanys pergeseran- per-

geseran dari posisi masing-masing yang semuls, bshkan
dalam perundingan yang ke-6 di Jakarta Mei 1982 pihak
Vietnam meninggalkon sistem "thalweghnya" dan . pihak

Indonesis memberikan konsesi-konsesi tertentu,

Menurut MAX KaRUNLENG dslim tulisannys yang berjudul
Kerjasama pengeboran minyak Sovyet-Vietnam meliputi  per-
airen natuna ( sinar herapsn 1 Oktober 1980 ), Vietnam
telah mengumunkan pernyataan mengemsi wilsyah persirannya
pade tanggal 12 Mei 1977 dan menetapksn undang - undang
meritimnya psda bulan Janueri 1980. Dolam 'Undang- undang
mena enters lain menetapken buhwe wilayah maeritim Vietnam
adalah 200 mil laut teritorisl, 2 mil wilaysh penysngga
dan selebihnys ZEE.

Sehubungan dengen penetspan batas ZEE 200 mil
Indonesis dan adunya kenyataan seperti di atss dari pihak
Vietnam, dslam batas ZEE, sesungguhnya tidak akan terjadi
pertindihan batas kalau pihak Vietnsm tetop mempergunakan
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formulasnys yang pertams ysitu normal base lines (garis
pangkal biasa) dengan tidak mengubah teori tersebut dengan
teori thalweg. Perlu diketahui bahwa dengen = formula
thalwegnya, garis pangkal yang ditetspkannye akan lebih
jauh dari geris pangkal biasa (normal base lines) tersebut,
Sehingga pertindihan wilsysh skan terjsdi. Menurut Guy
Sacerdotty dalam karangsnnya yang berjudul "Flexing Econo-
mic Muscle",(FEER 1980) bshwe Indonesia tetap berpendapat
tidak adas wilayah yang bertindihan dengen pihak Vietnam,

d., INDONESIA - PILIPINA

Pilipina pada bulan mei 1979 telah mengumumksa n
ZEE 200 milnya. Sistem ysng dituntut Pilipina dalsm
penetapan batas laendss kontinennya &sdalsh seme ysng di-
anut oleh Indonesia, yaitu dengan prinsip Kepulsusn.
Dengan terjadinya penetapan batas ZEE 200 mil oleh
mesing-masing pihak, yeng diukur dari garis pangkal muna
leber lsut teritorizl yang mengelilingi masing-masing ke=-
puslusnnya, meks di bagian Selastan Pilipina . (selatan
Mindenso) dan bagian Utars Indonesia c.q. laut = "Sulawesi
dan Sangir *slaud, perlu diadakan penetspan batas-batas .
Pertidihan wilayah diperkirakan sksn terjadi . .di bagian
selatan Mindanao, sednag di persiren laut Sulawesi hanya

akan terjadi perhimpitan garis pantai.

e. INDONESIA - MALAYSIA
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Beberspa perjanjisn mengensi batas landas kontinen
telsh diadakan dengan pihak Malaysia antara lainj;
1). Bates landas kontinen di selat Malsks dan lsut Cins

Selatan 1969
2). Perjanjian lasut wilaysh di selat Malaska 1973

3), Memorsndum of understanding sntsra kedua neg:ra
mengenai pengakuan hsk-hak dan kepentingan Malaysia
berdasarkan sejarah di perairan laut cina selatan
yang memisahkan Malaysia barat den Timur di mens pihak
Molaysia mengimbalinys dengan dukungsn terhadap wawas-
an. .nusantara kita.

Dengan pengumuman ZEE 200 milnya, Indonesis telsh
menegaskan bahws materi pengumumen tersebut tidak akan
mempengaruhi hak-hak Malasysia dengan kepentingsn nasional-
nya, sedeng pihak Malaysia tel h puls ' menyatskan
dukungannya terhadap wawasan nusantara kita, dengan demiki-
an agar hubungan antar negera tetap terealisasi dengan
baik dan wajer, perlulah memorendum of understanding ter-
sebut diwujudkon dalam persetujusn-persetujusn, Perunding-
an resmi antaras kedua negara telah diadakan, baik di
Kusls Lumpur (pebruari 1981) msupun di Jakarta . (awal
Juli 1981), di msns- masing-masing pihak telah  melakukan
pembahssan terhadap Draft persetujusn dan Counter draft
persetujuan tersebut;

yang sangat mengejutken_Indonesié dan menimbulkan
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masalah baru ysitu tindaksn sepihak Malaysia yang meng=-

umumksn peta baru landss kontinen Malsysia dalam mana

P.Sipaden den ligitan yang termesuk wilaysh Indonesis telsh

dicantumkan dalam peta tersebut., Sehubungzn dengan ke~

Jadian ini, Indonesia telsh mengajukan protes, yang se-

lenjutnya delam rangke pertemusn Presiden Soeharto dengan

PM Hussen onn di Kusntan 26 Maret 1980 mengenai mesalsh

tersebut telsh dibicaraksn hinggas timbul kesepskatan wontuk

menyelesaikannya secara hubungan baik.

Sehubungan dengen diumumkannya ZEE 200 mil Malasysia
pada tanggal 28 April 1980, memberikan gembaran - gambarsn
yang positif dalam hubungannya dengan negsra kita,gepbaran
tersebut antsrs lsin, G. Kartasapoetra (1984;133) ,

a. Menteri hukum Malaysia Abdul Kadir Yusuf menjelaskan
sebagai dampak dari pengumuman tersebut skan - ~terjadi
wilayah-wilayah yang dapat dipersengketakan dengan
negera-negaera tetsngge (termesuk Indonesia), Malaysia
bersedia untuk menyelesaikannya secsrs damsi melalul
perundingan dan penetaspan batas-batas ZEE sesuai
dengan asas-asas hukum internasionsl,

b. Ui bagian Utara selat Malsks dan di bagism-bagian ter-
tentu di lsut Cina éql&ten, Malaysia askan tetap mem-
perhatikan hak-hak négafa tetangga.

Dari ad. b. tersebut, dengsn demikian di  perairan

Indonesia harus mengsdakan penetapan batas ZEE 200 mil ,
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Adapun di bagian utara selat Malaks ini, penetapan - bstas

penetapan batas ZEE 200 mil ini tidek diadakan dengan
Malaysia saja, melainkan juga dengan Thailand telsh di-
capal persetujuan batss lsndas kontinen di selat / Malakas
tahun 1971, den di bagisn Utara dan :arat laut - ~. Selat
Malaka tshun 1975. Kemudian dicep:i kesepekstan yang akan
ditusngkan dalam persetujuen tigs negsra, antara Indonesis
Thailand-India mengenai batas landas kontinen di L.andaman
tahun1978, antara Indonesia dengan India telah .. .- dicapai
persetujuan batas lndas kontinen di P. Nikobar tahun 1975,

Demikianlah tentang kegisatan perjuangan Indonesia
dengan negara-negars lsin dalam penetapazn batas ZEE dan
landas kontinen seperti yang terlampir pada halaman ter-
akhir tulisan ini.

Penetapan ZEE menurut Kusumsstmedja (Frans E.Likadja,
19873103) akan menambah luas laut wilayah yang ber ada di-
bawah yurisdiksi nasional Indonesia demgan lebih deri dus
kali luas laut berdasarkan wawasan nusantara menurut
Undang-undang no 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia
(764,000 mil persegi) bagi beberapa basgian negara lain
yang berkepentingan. Pengumuman pemerintah tersebut aksn

membatasi rusng gerak kapal ikan dan juga aken menimbulkan

masalah bagi penentusn: batas médritim negars tetangga.




BAB 3

RUANG LINGKUP HAK BERDAULAT NEGARA PANTAI
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF ( ZEE )

3.1. Kegiatan eksplorssi dan eksploitasi sumber kekayaan

alam

Secara kenyatsan perlu diakui bahws negara - negsra
pantai den negera-negare kepulausn di Asia ‘enggera dalam
bidang teknik eksplorasi dan eksploitesi sumber-sumber ke-
kayasn alam yang terdspat di kawasan itu masih kurang,

padahal sumber-sumber hsysti dan non hayati tersebut

sangat diperluken eksploitasinye bagi peningk:tan ke=
sejahterassn dan pembangunsn negara-negsra yang ber-
sangkutan,

Eksploitasi tersebut merupakan keharusan, disebabkan
oleh faktor ketahanan sumber hayati ysng terdepsat di  ZEE
itu mempunyai kemempuan atau kekuatan untuk hidup bertahan
dalam jangka waktu tertentu, seperti ikan-ikan yang me-
rupakan salah satu sumber kekayaan alam yang terdapst di
ZEE itu, masing-mssing mempunyai daya kekuatan hidup ter-
tentu., Jadi sekirauys sumberdaya hayati tersebut hanya
bertahan sampai 4 tahun kemu&ian dalam jangks yang sama,
aktifitas terhadsp eksplditasi sumberdaya - = alam itu

otomatis akan mempunysi dampak lain yskni mengakibatkan
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pencemaran,

Kesadaran skan pentingnya hal tersebut, hingga
negara-negera merasa termotifasi untuk melakukan kerjassma
dengan negsra-negera yang memiliki power yang cukup
tinggi, untuk melskukan kegistan eksplorasi dsen eksploitasi

tersebut di perairan di bswah yurisdiksi nssional  negura

pantai.,
Kema juan teknologi merupaksn salah satu faktor
penentu dalam melskukan eksplorasi dan eksploitasi o di

ZEE, seperti yang telsh dikemukakan psda bab terdahulu
mengenai perubshan-perubshan yang terjadi di lsut sesudsh
Perang Dunis ke dua ysng diakibatksn oleh tigs faktor di-
antaranya kem:jusn IPTEK, (kemsjusn ilmu penegetahusn ),
Faktor tersebut merup kan kenyatean yang tak dapat di-
pungkiri eksistensinys dalasm melakukan kegistan eksplorasi
dan eksploitasi di ZEE.

Ketentusn mengensi hsk berdaulat nagara pantai dapst
dilihat dslam United Nations Convention on the law of the
sea 1982 (St Munadjat Danusaputro, 1983;79) sebagsi  ber-
ikut ; passal 56 (1),

"In the exclusif Economic Zone, the coastel state has;
Soverigh'rights for the purpose of exploring and

exploiting, concerving and managing the natural

resources, whether living of non living of the waters
superjacent to the sea-bed and of the sea-bed and its
subsoil, and with regsrd to other activities for the

economic exploitation and exploration of the zone,

such as the production of energy from the water,

currents and winds".
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Faktor tersebut menjelaskan , hak berdsulat negsrs pantai
untuk keperiusn eksplorasi dan eksploitasi dan pengelolaan
sumber keksysan alam, baik hsysti msupun non hayati deri
perairan di atas laut, tensh di bawahnys dan berkenaan
dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan
eksploitasi di ZEE, seperti produksi energi dsri sir dan
angin, Di samping itu, negaréd ' pantai mempunysi yurisdiksi
yang berkensan dengan pembustan dan penggunaan pulau-
pulau buatan, penelitisn ilmieh di lautan, perlindungan
serta pelestarian lingkungan laut, den unmbuk dapat dilihat
pada pasal 56 (1) sub (b) dan (c) sebsgai berikut;
"(b) Jurisdiction as provided for in the relevant
rovisions of this convention with regard to;
i) the establishment and use of artificial

islang installations and structures;
(1i) merine scintific resesrch

(111) the protection and duties provided for in
this convention.

(¢) Other rights and duties provided for in this
convenstion.

Secara keseluruhan di ZEE, baik negsrs yang tidak

berpentai atau negars yang secara geografis tidak ber-

untung depat menikmati kebebasan bagi dirinya sendiri di
ZEE tersebut sesusi pasal 70 konvensi  hukum lasut 1982
bahwa; negsra ysng secars geografis tidak beruntung mem-
punyai hak untuk berperan serts dals eksploitasi sumber
kekayaan alam di zona ekonomi eksklusif, dengan syarat-
sysrat tertentu seperti yang tercantum dalem passl 69 (2),
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sebagai berikut; bahwa persysratan dan peran sertz negars
tak berpantai ditetspkan oleh negara-negara yang ber-
kepentingan melalui perjanjian bilatersl, sub regionsl
atau regional dengAn memperhatikan sntara lain ;

kebutuhan  untuk menghindari akibat yang merugik:n bogi
masyaraket nelayan stau industri pensngkepan iksn  negars
pantai,

Di samping ketentuan ysng terdapat dalam konvensi
hukum laut 1982, Jjuge dalam ketentuan stau peraturan
perundang-undangan nasional Indonesia di tentuksn mengensi
hak berdsulat yang terdapst dalom pasal 4 Undang - undang
no 5 tahun 1983 sebagai berikut;

" Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesis, Republik
Indonesia mempunysi dan melaksansksn hak berdaulst
untuk meloksanakan eksploitasi dan eksplorssi,

pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam  haysti
dan non hayati desri dssar lsut den tanah di bawahnya
serta air di atesnya dan kegiatan-kegiatan lainnya
untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zone ter-
sebut seperti pembangkitan tenags dari air, arus
dan angin".

Sebagal konsekwensi dari adanya hak-hak berdaulat se-
demikian guna mewujudkan kepentingen ekonomi, maka bagei -
menapun Jjuga negars pantai mempunysi kewenangsn tertentu
yang berkensan dengan ;

1. Pembuatan dan pemanfsatan pulau-pulau buaten, instalasi
bangunan-bangunan.

2. Penelitisn ilmiah kelautan

3., Perlindunsgn dan pelestarian lingkunagn laut,
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Hal ini penting untuk dipshami, ksrena kepentingan
ekonomi negsrs pentai yang bersangkutan tidesklah berguns,
bahkan tideklah efectif jika tidak sekaligus disertai
pemberian kewenangan tertentu kepsda negars tersebut,

Kendatipun negars pantai mempunyai hak berdaulat
serta depst menjslankaen hak-hsknys di ZEE, hal itu Dbukan
berarti bshwa negara tersebut dapat sewenang-wensng me =
lakuk=n spa sajs di ZEE tanpa memperhitungken eksistensi
dan kepentingan negara lain, sebab hak-hsk berdasulat dan
kedaulatan itu berbeda (the souverighn rights is not
identical with the souverighnty). Dspatlah .  dimsklumi,
bahwe menurut ketentusn hukum internssionsl, dalam me -
laksanakan hak-hsk dan kewajibennya di zona tersebut,
negera pantai wejib memperhatik.n dengan sepstutnys  hak-
hak dan kewsjiban negers lain serts wajib melakukannya
dengan cara yang sesuai dengsn ketentuan pasal 56 (2) se -
bagai berikut;

"In exercising its rights and performing its duties

under this convention in the exclusive economic zone
the coastal state shall have due regerd to the
rights and duties of other ststes and shall act in
a menner compatible with the provisions of this
convention",

Hul ini bererti bshwa di dalsm melakssnakan hak - hak
berdaulatnya di <ZEE, negsra pantai harus mempérhatikan se-
bagaimans mestinya hsk-hak dan kewsJiban negers lain, dam

harus bertindak dengsn suatu cers sesusi dengan ketentuan
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konvensi hukum lsut 1982. Selanjutnya hal tersebut ter-
dspat pula dalam pasal 58 (3) konvensi hukum laut 1982
dengan redaksi yang ssme yaitu; Dalam melaksanakan hak-hak
dan memenuhi kewaJjibannya berdasarkan konvensi ini di ZEE,
negara-negara harus memperhatikan sebagsimana mestinya hak

hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati per-

aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh .. negars
pantai sesuai dengan konvensi 1982 dan peraturan hukum
internasionsl,

3.2. Kegiatan Konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan

alam

Sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai konservasi
dan pengelolaan sumber kekaysan alam, perlu kiranya ter -
lebih dahulu dikemukakan pengertian konservasi dan sumber-
dayes alam itu sendiri.

Menurut Undang-undang nasional Indonesisa tentang
ZEE, pengertiasn konservasil sumberdsya slam sebagai ber-
ikut;

"Konservasi sumberdaya slam sdalsh segala upaya yang

bertujusn untuk melindungi dan melestarikan sumber

daya alam di Zons Ekonomi Eksklusif",
Sumberdaya alam yang dimsksud di atas adalah sumberdaya
alam non hayati., .- Adapun sumberdaya alam hayati yaitu
semus jenis binatang dan tumbuhan yang terdepat di  dasar

laut dan ruang air Zons Ekonomi Eksklusif indonesisa.
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Sedangkan sumberdsya alam non hayati ysitu unsur alam
buken sumberdsys alam haysti yang terdaspat di dasar 1laut
dan tanah di bawehnya serta rusng sir - Zona - rkonomi
Eksklusif indonesia,

Aturan mengensi konservasi dapat dilihst dalsm buku
tatacera perizinsn usahs perikansn yang terdapat pada
peraturan pemerintah republik indonesia no 15 tahun 1984
tentang pengelolsan sumberdaya alesm hayati di Zons Ekonomi
Eksklusif Indonesia pasal 4 sebagai berikut ;

"(1) Menteri pertsnisn menetepken Jjumlah tangkspan
yang diperbolehksn menurut jenis stau kelompok
Jenis sumberdaya alam hayati disebagian atau
seluruh Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

{2) Penetapsn jumlsh yang diperbolehkan sebagaimana
dimeksud dalam ayat 1 didasarkan kepada data
hasil penelitian, survei, Evaluasi dan/ atau
hasil kegiatan pensngkspan ikan,

Apa yang dipaparkan di atas sebenarnys tidaklsh ber-
beda dengan apa yang terdapst dalem pasal 61 sebagai

berikut;

"(1) The coastal state shsll determine the allowable
catch of the living resources in its exclusive
economic zone,

(2) The coastal states, teking in to account the
bests scientific evidence svaliasble to it
shall ensure trough proper conservation and
mamagement measure that the meintensnce of the
living resources in the exclusif economic zone
is not endangered by over-exploitation. As
appropriate, the coastal state and competant
internationsl orgsnitation, whether subregional
regional or globsl, shall co-oprate to this and".

Dengan memperhatikan pssal 61 tentang konservasi
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sumber kekaysan slam hsyati (1) da (2) tidek terlepss dari
tanggung jawab negora itu untuk memperhsikan eksistensi
Zons yeng menjadi haknys, sehinggs aps yang tercsentum dalam
konvensi tersebut releven dengen undaeng-undang atau ke=
pentingan Nesional Indonesia yang dalam ' konservasi=nya
harus menentuksen jumlah tangkspan sumber keksyaan hayati
yang yang dapat diperbolehkan dalam ZEE-nya. Di  samping
itu dengan memperhatikan bukti ilmish terbsik ysng ter =
sedia bagipmyahsrus menjamin dengsn mengadakan tindaken

konservasi dan pengelolazan yang tepst, sehinggs pemelihars
an sumber kekayaan huyati di ZEE tidask diskibstken oleh
eksploitesi yang berlebihan, di mans perlu, negsra pantai
dan organisasi internssionsl yang berwenang, basik sub
regional, maupun globel, harus bekerjasams untuk tujuan
ini.

Tindakan demikian merupskan hal yang tepst dslam mana
pihak negore pantai mempunysi wewenang untuk menetapkan
batas meksimum yang diperbolehksn bsegi negara lain pula
ysng ingin mengsdaksn hubungan kerjesame yang telah di-
retifikasi bersama dalam konvensi tersebut.

Rejim hukum internssionsl tentang ZEE telah di-
kembangkan oleh masyarakat internasional melslui konprensi

PBB, tentang hukum laut dan praktek negara (state practise)
dimasksudksn untuk melindungi negara psntai dari bahaya




54

dihabiskannya sumberdays alem hayati didekat = " péntsinya
oleh kegiatan-kegiatan berdasarksn rejim lsut bebas,

Di samping itu ZEE untuk melindungi kepentingan - ke=
pentingan negars pantai di bidang pelestarian ' . lingkungan
laut serta penelitian ilmiah kelautan = dalam rangka
menopang pemenfastan sumberdaya alam di zons tersebut, Se-
lain itu kewajiban bangsa Indonesia di ZEE untuk menjamin
batas panen lestari {maksimum susttainable /yield) sumber
daya alam hayati. Dengen memperhatiken * batas panen
lestari tersebut Indonesia berkewajiban puls menetapkan
jumlash tangkaspan yang diperbolehk«n (2llowable catch).
Dalam hal usahs perikansn Indonesis belum dapat sepenuhnya
memanfaatkan seluruh jumlah tangkspsn yang diperbolehkan ,
dan jumlah tangkapan sumberdays haysti atau (capacyti to
harverst) Indonesis, yang boleh dimenfastksn negars  lain
dengan izin pemerintah Republik Indonesiz no 15 tehun 1984
tentang pengelolsan sumberdayes alem hayati di ZEEI  pasal
9 sebagasi berikut;

" Pemberisn izin kepada orang atau badan hukum 8sing
-untuk mensngkap lkan di“<EE in8opesia- eébageimana
dimeksud dalam pasal 3 daepst diberiken setel=h di-
adskan persetujusn antara pemerintah republik
Indonesia dengen pemerintah negers &sal orang atau
badan hukum ssing yang bersangkutan",

Selanjutnya pemberian izin itu hsrus dilandasi sustu
dasar, dalsm artian bahwa isi perjenjisn itu harus Jelas

kapan dan untuk apa pihak yang ingin mengsdskan &greement



itu yeng ketentusnnya dapst dilihat dalsm
(2).

" Izin sebageimena yang dimsksud dalem (1)\_—~"" hanys
dapat diberikan apabila kebangssan kapsl perikenan
yeng dipergunskan sama dengsn kebangsasn orang atau
badan hukum ssing yang bersangkutan',

Selsin ketentuan tersebut di atas, masih ada ketentu-
an yang petut diperhstikan dalam melsksanaskan kegiatan
konservasi pengelolaan sumber kekayson slem yaitu  syarst
yang digunskan oleh negers lain di dalom melskukan kegiat-
an tersebut sebagaimsna diatur dalsm pssal 62 (4) konvensi
hukum laut 1982 sebagai berikut;

" Warga negara lain yang menangken ikan di ZEE harus
mematuhi tindskan konservasi, ketentuan den per=-
syatatan leinnya ysng ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan negars pantai. Perstursn per-
undang-undangsn ini hsrus sesuai dengsn ketentusn
konvensi dan dapat meliputi, antara lain;

(a) Pemberisn 4zin kepada nelayen, kapal penangkap
ikan dan peralatennys, termasuk pembayaran bea
dan pungutan dalsm bentuk lszin, yang dalam hal
negara pantai yang berkembang, dapst berupa
konpensasi yung layak di bidang pembiayaan,
peralatan dan teknologi yang bertalian dengan
industri perikanan.

(b) Penetapan batas ikan-ikan yang boleh ditangkap,

dan menentukan kwota-kwota penangkapan, baik
yang bertalisn dengan persedisan jenis ikan
atau kelompok persedisan jenis ikan suatu

jengka wektu tertentu atsu jumlah yang °~ dapat
ditangksp oleh sustu wargas negcra.

(¢) Pengsturen musim dan dserah penangkspan, mscam

den ukuren jumlah alst pensngkapsn iksn, serts
macem, ukuran dan jumlsh kapal pensngkap iken
yang boleh dilakuksn".

Selanjutnya pssal 62(5) hukum laut 1982 menyebutkan bahwa,
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negars pantai harus mengudakan pemberitshuan sebsgaimana
mestinya mengenai peraturan koservasi dan, pengelolaan,

Hal yang sams (serupa) diatur pula dalam undang-
undang nasional Indonesia dengan tetap berpedomen pada
pasal tersebut yang distur dslam pasal 5 undang-undang no
5 tahun 1983,

Sekalipun penagturan terhadap ZEE itu jelas namun
untuk menjagas agar apa yang tidak diinginkan itu terjadi
perlu kiranys dipersiapkan lebih dini &turan - terhadsap
oknum yang melakukan pelanggaran tersebut, namun konvensi
19821 tidak secara tegas menyebutksn tentang aps dan bagai-
manae sanksi ysng harus dijatuhksn pada oknum, tetapi
Undang-undang nasionsl Indonesia no 5 tahun 1983 passl 16
ayat 1,2, dan 3 sebasgai berikut;

n (1) Barang siapa yang melskuksn tindskasn - tindaksn
yang bertentangan dengan ketentuan pasal 5 (1)
pasal 6 dan 7, dipidena dengan pidans denda se-
tinggi-tinffinya Rp.225.000.000,~- (dua . .ratus
dua puluh lime juta rupiah).

(2) Hakim dslsm keputusannya dapat menetapkan  pe-
rampasan terhudap hasil kegiatan, kapal dan
atau alat perlengkapan lainnya yang digunakan
untuk Tglakukan tindak pidana tersebut dalem
ayat (1).

(3) Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan-
tindakan ysg menyebabkan russknya lingkuugan
hidun.dalam ZEE Indonesis diancam cengsn pidena
sasual dengen perszturan perundang-undangsn yang
yang berlsku di bidang lingkungan hidup".

Yang kemudian dilanjutkan dalém pasal yang lain tentang

pelanggaran yang lain dan sanksi yang lain pula, pasal 17
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UU no 5 tashun 1983 sebagai berikut ;

" Barang siapa merusak atau memusnshkan barang-barang
bukti yang digunakan untuk melskukan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 (1), dengan
meksud untuk menghindarksn ' . ..tindakan - tindakan
penyitaan terhadap bsrang-basrang tersebut, ma ka

pada waktu dilakukan pemeriksaan, dipidans - dengan
idanas dends setinggi-tingginys Rp. 75. 000.000,-
?tujuh puluh lims Jutau rupiah) ",

Sebagei urasisn akhir dari Bab ini, akan diuraikan
potensi dan jumlah tangkapan ysng diperbolehkan menurut
Jjenis di ZEE Indonesia, yang ditetapksn dalam SK Manteri
pertanian nomor 437s/Kpts/1K.250/6/1985. Tentang penetspm
an jumlah tangkapan yeng diperbolehkan di ZEE Indonesisa
yang memutuskan sebagai berikut;

Pertama ; Jumleh tangkspsn yang diperbolehkan (J.T.B)
menurut kelompok Jjenis sumberdaya alem hayati di  dsersh-

daserah ZEE Indonesis;

ton / tahun
Jenis sumber Potensi Jumlah tangkapan yang
diperbolehkan (JTB)
1. Pelsgis 1.285.900 115731
2. Tuns 83.435 75.915
3. Cskalang 98.760 88.884
4, Demersal 647.500 582,731
Dua ; Jumleah unit penangkspan iken yang diizinkan unt uk

menangkap ikan di ZEE Indonesia ditetaspkan berdasar-
kan produktifitas mesing-mssing unit penangkapan iksn
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menurut jenis alat penangkap ikan yang digvnakan densan

memperhatikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (J7P )

menurut kelompok jenisnya.

Tiga 3 Jumlah tangkavran yang diperbolehkan termasuk dalam
amar pertama sewaktu-waktu disesuwaikan dengan data
hasil penelitian,survey, evaluasi dan hasgil lte-
giatan penangkanan ikan. Ketentuan tersebut di-
tetapkan di Jakarta pada tanggal 27; juni 1985.0leh

Menteri Tertanian yang tertanda Tr.Achmad afandi.



BAB 4

EKSISTENSI ZEE BAGL KEPENTINGAN NASIONAL

INDONESIA

4,1. Sebagai wadah eksplorasi dan eksploitesi sumberdaya
alam,

BPalam pidato pengukuhan jabatan guru bessar dslam
ilmu hukum internasionsl, pada fakulitas hukum Universitas
Padjsjaren di bandung, pada tanggal 1 maret 1969, Mochtar
kusumaatmadja, (1978,106) menyebutkan bahwa ; beberapa
waktu yang lslu pemerintah republik Indonesia telah mem-
berikan izin kepada negara lasin untuk ikut serta ber-
partisipasi melskukan eksploraesi dan eksploitasi di luar
laut teritorisl Indonesis,

Pemberian izin eksplorasi tersebut, mensrik perhati-
an karena meliputi laut teritorial yang merupakan rea-
lisasi yang dituangkan dalam ZEE, Jadi berlainan ._dengan
kegiatan lepes pantai yang hingge kini dilskukan, yang
semuanya dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang ada
(konvensi hukum laut ) dan undang-undang nasional
I"donesia, sebagaimana ditentuken dalam UU no 4 tahun 1960
tentang perairan Indonesis.

Kemajuan teknik eksploitasi kekayaan alam laut yang

sangst besar dslam tahun-tshun ini, dan interppetasi

59
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ketentuan itug; hanya ditkbkenkan psda ukuran tecnical
exploitability mengakibatkan timbulnys interpretasi  yeng

mengatakan bahwe negsrs pantai mempunyai kedaulatan .ubtik
melakukan eksplorasi dan eksploitasi di dserah bawah per-
mukaan laut (submarine areas) hingge bstas dalam yang
mungkin dicapai oleh teknik pengambilan keksysan di laut.
Dengan kemsjuan teknik pengambilan ( penggslian )  sumber
daya alam dari dasar samudera dalam (deep ocear floor ) .
Hal ini berarti, bshwa kekuasaan sustu negars yang meng-
hadapi samudera luas dapst meliputi dasar samuders luas
hingga beribu-ribu mil dari psntei. Interpretasi tersebut
merupakan dukungan terhadsp masalah yang timbul, Mochtar
Kususmaetmedja (1978;114).

Melihat aps yang dipaparkan di etas maks perlu di-
fekankéﬁ pengawzsan terhsdap pemsnfsatan dan  pengelolssan
sumberkakayaan alsm itu, namun sebelumnya terlebih dahulu
akan diuraiken tentang pengawesan dan pengelolaan untuk
pemanfaatan sumberdaya alam yang terdapet di ZEEIL, lebih
difokuskan pade sumberdaya alam hayati karens, merupakan
salah satu jenis penghasilan bagi bangsa Indonesia yang
sesuai dengan kenyataan,

Untuk mengetahui bagsimana pengelolaan dan pe-
manfaatan sumberdaya slam di ZEEI, maka penulis banyak

mengacu pada hasil cerameh ﬁIRJEN Perikanan dalam seminar

sehari, Juli 1990, yang menyebutkan pengsessan terhadap
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sumberdayas alam (periksnan) di ZEEL sebagai berikut ;

Dalam rangks pengelolaan/pemanfssatan sumberdaysz slam/
perikanan khususnya di ZEE haruslah dilskukan dengsn cara
yang tepat sesuai dengen tujuan pengelolaan : sumberdaya
alam, yaitu agar dapat memberikan menfsat pptimel dan
terus menerus.

Untuk mencaepsi tujuan tersebut, salah satu upaya
penting adalsh pengawasan dan pengamansn terhadap pe=-
laksansan dari persturan-peraturan yang telah ditetapkan
sehingga tidak akan menimbulkan kerugisn bagi pemerintah
dan Bangsa Indonesia , baik dari segi sumberdsya/ ekonomi,
sosial, keamanan bshkan politis.

Sebageimana diketahui, dalam rangks : pengawasan
khususnya pengamenan periksnan tersebut, maks depesartemen
pertanian c.q. DIRJEN perikansn telah memberlakukaen  be-
berapa peraturan berups surat keputusan menteri pertanian,
sebagaimena tersebut di atas dan sekarang telah diperkuat
dengan lahirnys Undang-undang no 9. tahun 1985 tentang
perikanan, Namun upays tersebut masih - " memerlukan
peningkatan baik dalam hal implementasinya, status hukum-
nya maupun kelembagsan, Sebelum sampai pada upaya-upaya
pembinasan pangawasan perikanan, perlu disasmpaikan beberapa
hal teksit, hubungannya dengan kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi ysng disadur dari hasil ceramsh DIRJEN

perikanan,
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Lalam rangka pengamsnan, yang terkait dengsn ke-

kussaan negara atas laut atau perairannys dan penegasan

hukumnya meka secara garis besar dibedskan antara ;

Defence fungtion yang merupakan fungsi penegukan ke=-
kuassan di laut, yang pelaksansannys mutlak berada .di
bawah TNI AL, Hal ini berkait dengsn | penjagaan
kedaulatan negara.

Constabilary fungtion yang merupskan fungsi penegakan
keamansn di laut sebagai pelaksansan ketentusn-ketentu-
an hukum positif, yang pelsksansannya saat ini ber-
ade di berbagsi instansi yang berkepentingsn dan di-
koordinasikan dalam sustu badan koordinasi * yaitu
BAKORKAMLAH, Upsya ini tidak berkaitan langsung dengesn
kedaulatan negara.

Secara konkrit, maks tugas-tuges atau fungsi penegsk-

an keamanan di laut dan pentei ysng tergolong Constabulary

fungtion tersebut meliputi hal-hal yang secars tradisionsl

sering digolongkan sebagaei berikut;

Pelanggaran wilayah

Pemberantasan pembsjakan di lsut

Pemberantasan jusl beli budak belisn dan wanita
Pemeberantasan penyelundupan

Pemberantasan imigrasi gelap

Pencegahan pencurian ikan
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- Pencegashan mesuknya penyakit menular
- Pencegashan gangguan terhaddp pipa-pipa dan kabel - kabel
di dasar laut

Dalam penggolongan tersebut yang menyangkut perikanan
ternyata dirumusksn saengat sederhanz, Hal ini sudsh tentu
dapat menimbulksn persepsi yang tidak propesional dengan
luasnys permasalahan perikanan di laut; padahal sebetulnys
tuges dan fungsi penegskan keemanan di laut yang menyangkut
perikanan tidak hanys messlah keabsshan izin atau pen-
cegahan pencurian ikan saja. Nemun = Jauh lebih 1luss
manyangkut upaya refentif  dan curatif seperti ; Monitor
pelaksanaan penangkapan ikan, mulai dari berangkat ke laut
dan mengambil hesil-hasil tangkspannysa ; menanggulangi pe-
langgaran ‘ketentuan-ketentuan seperti pelanggaran jalur,
penggunaan zlat tangkap yang tidsk sesusi = dengan izin,
penggunsan alat terlarang, bahan peledak dan pelanggaran -
pelanggaran terhadsp ketentuszn/ peraturan perikanan yang
lain; yesng semuanya memerluksn upaya monitor - _pengawasan
dan pengamenan yang diterapkan secara konsepsionsl, ter-
integrasi dan koordonatif dalsm suatu pols yang mantap.

Sebenarnya upaya-upayz ysng perlu ditempuh Departeman
Pertanisn dslam rangka pengamsenan perikesnan sadalah menerap-
kan prinsip-prinsip pengemanan sumber kekaysan alam dengan

pendekatan biologis yasng mengandung langksh preventip dan
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curatif yaitu ysng dikensl sebagsi sistem . ° monitoring
control and surveilsnce (MCS). Sitem tersebut merupaksn
langkah-langkah terpadu dan €idak depat dipisahkan antsra
satu komponen dengan komponen lainnya yaitu; antars
monitoring control and surveilance-nys,

Pelsksanaan sistem MSC secara terpadu adalah perlu

demi tercapainys tujusn pengelolaan sumberdays ikan agar

sumber tersebut dapst dimenfasatkan secara optimal dan
terus-menerus, Namun hinggs saat ini BIRJEN ‘pPerikanan
baru melaksanskan kegiatan monitoring dan sebagian dari

control, yang masih memerlukan peningksyan '/ penyempurnaan,

Upaya yang dilakukan oleh r pemerintah ... republik
Indonesia dalam menjaga den melakukan pengawasan ter-
hadap ZEEI c«dalah, merupakan suatu tindakan yang bijaksana,
karena hal itu dimungkinkan agar kelak tidak terjedi se=-
suatu apapun yang tidek pernsh dihsrapkan, Hanys sajs apa
yeng diharapkan tidak sepenuhnys dilaksansksn mengingat
kondisi agau kemampusn Indonesia melakukan eksplorssi dan
eksploitasi di ZEEI tersebut mesih harus melakukan kerja
sama drngan negsra lain dalsm upays memanfsatksn sumber
daya alam yang terdapat di zona tersebut, Kerjasama yang
dimaksud adalah, untuk mencapai terget apes yang diinginkan
den juga pengembangan kerjasgma tersebut diarahkan  untuk
kesejahteraan negara dan bangsa Indonesia khususnya di

bidang ekonomi tanpa mengorbankan kepentingan lain



dan mengacu pads peraturan perundangan yang ada

pentingsn negsra Republik lndonesia tersebut, mska kerJja

sama yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut;

Membicarakan dengen negara yang "...: -berbatssan untuk
menuntaskan mssalah yang dihadapi di ZEEI, sekaligus
agar mesing-masing pihak lebih menshsn diri melakukan
law enforcement-nya di perbatasan yeng mesih dienggap

disputes sehingga tidak merugikan pihsk lain,
Jika batas tersebut Jjelas, maka skan mudsh dikembangkan

kerjasame yeng lain yang - menyangkut "aspek. - aspek
biologis phisis dan sebagainya, seperti manajemen ber-
sama, tuker menuksr informssi, Shasre stoch «aan se=-
bagainya, termesuk penelitisn ilmiah kelautan.

Lebih menggalang kerjassma di lingkungsn ASEAN, .2l ini
didesari oleh kenyataan potensi negsrs yang . berlsinasn
dan dspat saling mendukung di bidang perikanan, Jadi
kemungkinan akan dibentuk sustu organisasi propesional
dan institusional perikansn sehingges kawssan Asis
tenggars skan menjadi kuat di dalam mengelols dan me-
menfastkan sumberdays alam ysng terdapat di ZEEIL,
Contoh-contoh potensi yeng dimiliki Indonesia, bidang ;
sumberdaya, Singspora, bidang pemessran, Thailand ke~

mampuan teknologi, dan sebagainya.
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Dengan memperhstikan uraisn di stas, maka . pelusng
PMA (join venture) di Indonesiz menjadi luzs. Dengan care
ini, maka penggslian potensi laut secara °~ besar=besaran
akan dapat diwujudkan dengen alih teknologi yang terarah
dan terencana seksligus Jjaminan pasar yang pasti. Hal ini
akan berskibat positif, Jjuga bagi nelaysn kecil sebagai

plasma,

4,2, Wsdah Pelsksansan Yurisdiksi Eksklusif Indonesis

Masalah pelakssnaan yurisdiksi ZEEI ysang 1. mengstur
mengenai kepentingsn negars pantai dan negoars ysng tidak
berpantai, tidak terlepas deri yurisdiksi yang berlasku di
perairan wilaysh Indonesia dengan -~ perairsh di  bawsh
yurisdiksi nasionsl Indonesis - yang telah diubasikan, Dalem
hal yurisdiksi eksklusif lndonesis ada ' - kecenderungan
untuk menjsdikan tolak ukur karya yang disusun oleh
Mustafa Djuang Harshap (1985;78) sebagai berikut;

"Dslam Zona Ekonomi EFksklusif semus persturan negsra
negara pantai termesuk juga yurisdiksi hukum pidana

negara pantai berlaku sepenuhnye seperti Jjugs yang
berlsku di pantai wilayah sesuatu negara. urisdiksi
tersebut bermsksud untuk melindungl i _ kepentingan

negara pantai khususnys kekayaan hayati dan non hayati
di Zona Ekonomi Eksklusif",

Patut dikemukaskan, bshwa dalam rangka melindungi ke-
kaysan haystinys, negars pantai dalsm zona tersebut  me=

punysi hsk kebebasan seperti di lsut bebas. Dalsm hubungan
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ini, perlu diperhatikan pssal 73 KHL , sebagai berikut ;

" 1. The coastel state may, in the exercise ' - .its,
souvereign to explore,exploit,conserve and mana
ger the living resources. In the - ~_ Exélusive
Economic zone, take such measures, including
boarding, inspection,arrest and juridical pro-
cedings, as may be necessary to insure comliance
with the laws and regulations enacted by in
conformity with the present conventions,

2. Arrested vessels and their crews .- Shall be
promptly released vpon the posting of reasonable

" bond or other security.

3. Coastal state penslties for violations of fishe
ries regulations in the exclusive economic zone
may not imprisonment, in the absence of agree-
ment to the cotrary by the states concerned, or
any other form of corporal punishment.

4, In cases of arrest of detention of foreign
vessels the coastal state shall promptly notify
through apropriate channels, the flag state of
the action taken and on any penalties subse-
quently imposed",

Bahws negars pentai dalam mengambil tindaksn ter-
hadap kepsl nelayan ssing serta awak kapalnys yang ters
libat dalam suatu delik mengenai perikanan diselesaikan
secar khusus yang menyelesaikannyas tidak same dengan per -
kara lain, dalam hal ini kapasl serta awak kspalnys harus
segera dibebaskan, jika telah dicapsi kats sepakat atau
jaminan bahwa sangksi menurut peraturan hukum itu skan di-
taati prosedur penyelesaian perkaranya, semscem ini memang
dalam praktek. Jelaslah bshwa yurisdiksi hukum pidana
negara pantsi dibatasi oleh hukum intenssionsl, yang
menentukan acaras khusus tentang penyelesaian suatu delik

tertentu. Meskipun ZEE dahulu merupskan laut bebas, namun
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negara pantai memberikan wewensng kepada negara lsin,untuk
melakukan tindaken penyidikan seperti mensiki, menggeledsh
dan melakukan penangkapan terhadap penangkapun kapsl asing
dan warga negsra asing di persiran tersebut.

Di samping itu negsras pantai diberikan juga wewenang
untuk mengembil tindakan hukum lain terutama untuk mengim-
plementasiken hak-hak berdaulatnya di ZEE tersebut ° yang
telsh ditetapkan dalum konvensi hukum laut 1982 dan undang
undang nasional Indonesis., Selanjutnys psssl 4 (1) sub b
ZEEI bshwa Yurisdiksi yang berhubungan dengsng

1. Pembuatan dan penggunsan pulsu-pulsu bustan, instala-
si-instslasi dan bangunan-banguuan lainnys

2. Penelitian ilmiah mengensi kelasutan

3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta
hsk-hak dan kewajiban-kewajiban lainnys _berdssarkan
konvensi hukum laut yang berlaku.

Yurisdiksi bksklusif Indénesia terhadar pulau - pulau
bustan, instalasi dan bangunan lalnnya yang merupakan
salah satu disntars yurisdiksi yang tidak berlaku bagi
negera lain, dalam artisn bahws pembuatan pulau -  pulau
buatan di ZEEI itu tidsesk diperbolehkan bagi negare lain
untuk mengikuti seperti ysng dilakukan oleh negars
negsrs Indonesia dalam mebuat puslu-pulau tersebut, tetapi
negara lain-pun berhsk puls atas pulau-pulau bustan yang
telsh dibustnys atau menikmatinya sepanjang tidak
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bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan, berhak
pula atas instaslasi-instelasi den bangunen lsinnys seperti
pemasangan kebek-kabel dan pipa-pipa di bawah atau di
daesar laut (sub marine cebles end pipe lines) yang merupa=-
ken kepentingan bagi semus negsra yang ingin melskukan
kerjessma dengen negora-negera lain, asal saja adanya

kabel-kebel atau pipa-pipa itu tidak mengganggu kepenting-

#n negara yang bersangkutan dengen kapsl-kapsl di
samudera raya yang secara kebetulan melakukan pelayaran
di ZEE,

Oleh kerena kabel-kabel dan pipa-pips itu berads di
tengah-tengah laut lautan yang hrus leluasa depat dilalul
oleh sembarang kapal-kapal dari sispapun jugs di dunie ini,
maka pertema-tame tibul pertanysan, bagaiamen halnya apa-
bila kabel-kabel dan pipa-pipa mendapat kesukaran  akibat
dari pelayarsn tadi.

Oppenheim-Lauterpacht, (Wirjono Projodikoro,1981;54 )
Menyatakan bshwe dalam hal melindungi kabel-kabel dan
pipa-pipa .di tengah samudera raya itu sudah diperhatikan
bersama oleh berbagai negara sejek pertengahan abad ke 19.
Akhirnya suatu konfrensi pada tahun 1882 dan 1883 merumus-
kan suatu persetujusn lnternasionsl untuk melindungi kabel
kabel tilgram di dasar laut ysng ditenda tangand di Paris
pada tenggal 14 maret 1884, oleh negara inggeris dan 25

negara lain,
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Ketentuan-ketentuan terpenting dari usul perjanjian
jnternasionsl itu adalah sebagai berikut ; Apabila ada
suatu kapal yeng berada di samudera rays diputus atau di-
rusak dengan sengsjs atsu tidak , meka sipembuat kerusaksn
itu dapat dihukum oleh negsra-negara yang turut menanda
‘tangani persetujuan itu keculai spsbila kerusskan itu di=-
sebabkan oleh seseorang untuk menyelemstkan diri -~ di-
samudera tersebut.

Apshils ada suatu pasal dari persetujusn ini di-
langgar oleh suatu kepal atsu negars, meks yang  berkuass
untuk mengadili nahkoda atsu anak kepal deri kapal yang
bersangkutan adalah melalui paengadilan deri negara yang
bendera lautnya dipskai oleh kapal itu, Hal itu di-
moksudkan sebsgai suatu example pada yurisdiksi eksklusif
yang dikhususkan pads instalessi den bangunan lainnya yang
terdapat di ZEEI.

Selanjutnya yurisdiksi Indonesias terhadap per-
lindungan den pelestarian laut itu berarti . Mmelibstkan
semua pihak tanpa terkecusli, termasuk pihak yang tidak
berkepentingan di ZEEI, sebab untuk mewujudkan sustu eko~-
sistem yang berantai dan terencens haruslah sda metarantai
yang tidak terpissh antara objek dan subjek dalam hal ini
Individu stsu negara (kapal asing) badan-badan lainnya

haruslah tetap konsisten, dengan ketentuan yang menjadi
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pndasi pelaksanaan yurisdiksi tersebut. Jadi termssuk di
dalsmnya negers yang tidak berpantai, tetep mempunysi hak
di ZEEI, nsmun tetep tunduk pada ketentusn undang - undang
nasionsl Indonesia yang diawasi oleh ketantusn pssal 14 RI
no 5 tahun 1983 ZEEI. Ketentuan tersebut jugs ditegaskan
di dalam Undang-undeng no 9 tahun 1985 tentang perikanan
pada pasal 31 (1), namun di samping itu pada (2) disebut-
kan bahwa Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang ber-
tuges di bidang periksnan dapat diberikan kewenangan untuk
menegasksn yurisdiksi eksklusif Indonesia terhadap pe-

langgeran ketentusn undang-undang,
Dengan adanya ketentuan tersebut berati dalam rangka

pengemanan perikanan, (sumberdaya alam) khususnya di  ZEE
perlu adanyes kerjasama antara instansi yang terkait, yang
dalem hal ini adalah pihsk ABRI (TNI AL) Departemen per-

tanian (DIRJEN Perikanan),
Upays-upaya pengamenan di lsut perairan . . Indonesis

yang tidak menyangkut pertshanan keamsnan secara langsung
ditsngani oleh/dikoordinasi oleh BAKURKAMLAH yang diketuai
MENHANKAM/PANGAB yang anggotanya sdalah menteri perhubung-
an, menteri keuangan, menteri kehakiman, Jaksa sgung,KnSAL
dan KAPOLRI, Ternyata dalam badan ini Yepartemen pertanisn
tidak termssuk diidalamnya, sedangkan spabila terjadi kasus
kasus pelenggaran yang menyangkut periksnan dalam  rsngka

proses hukumnys, depertemen pertanian c.q.Ditjen perikanan
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hanya diminta sebagsi shli saksi saja, seperti ysng telah
ditentuksn mengensi hal yang relevan, dan ini berlaku pula

delam hal kegiatan penelitisn ilmish, ( Mohd, Burhan zani

1983,87).
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BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Indonesia sebagai salsh satu negara yang mempunyai
undang-undang nasional terhadap ketentuan mengenai hak
hak berdaulat untuk mélakuksn eksplorasi dan eksploi-
tasi, pengelolaan.dan konservasi sumberdaya alam
hayati dan non hayati dalam implementssinys belum se=-
cara keseluruhan dapat dileksanaskan terutams untuk
menetukan batas, mengelola sumberdaya alam secara
lestari dan efisien. Salah satu hambatan utama  yang
ada untuk melakukan pemenfaatan aps yang terdapat di:
ZEELI tersebut adalab belum tersedianya tensge terlatih
dan terdidik yang mencukupi, masih kurangnya sarana dan
prassrana untuk melekukan kegiatan tersebut (eksplorssi
dan eksploitasi) dan khusus dalam bicang pengelolsan
sumberhayati laut (periksnan), kelemahnnys terletak
paeda kurangnya prasarana seperti kapal penangkapan,

kapal latihan, kapal untuk mengadaksn stock assesment.

2. Dalam rangks pemsnfsaten sumberdasya alam di ZEEI, di-

utamaken bagi kepentingan dalam negeri, nemun meng-

ingat kemepuan yang masih sangat terbatas, . moka
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kesempatan pemanfaatannya diberikan kepasda pihsk lain
yang dalem hal ini kespal asing dengan .e-e.bekerjasama
dengan perusahsan dalam negeri, Hal ini di samping
mengakomodasi salah satu ketentuan UNCLOS 1982 yaitu
access for foregn fishing, juga dapast merangsang per-
tumbuhan perikanan dslam negeri, dan terbukti barhasil.
Sedangkan kebebasan bagi kapal tersebut, tentu saja
hanya dalam batas-batas tertentu seperti freedom of
navigation. Tentu sajs kebebasan itu harus menjaga
atau memperhatiken pula keadasean (kepentingan) negara
(ZEEI), Jeadi jelas bshwa hak-hak kapal asing itu tetap
ada, namun sebelumnya tidaklah terjadi begitu . Isaja
sebab negara stau badan hukum ysng lsin harus lebih
dulu memperhitungkan keadaan negasra yang bersangkuten,
Bahwa_ batas-batas,yurisdikéi = negsra Indonesia di ZEE
menucut hukum laut (UNCLOS 1982) dan hukum nasionsl
Indonesia tidak bertentangan satu same lainnya hanya
yang membedakan adaluh,undang-undang nasionsl men-
dapat penjélasan lebih ianjut mengenal sysrat dan
sanksi yang diberikan kepsda pihak lain yang melaku-
kan tindakan kejshatan di ZEEI, serta | __ yurisdiksi
nasional Indonesia terhadep pembuatan dan , pemukaian
pulau buatan itu, boleh dikatakan skop berlakunya
sempat, artinya hanys daerah teritotrizl Indonesia saja
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lain berhsk untuk menikmsti, Jadi hanya
yang diperkenangkan. ek

Dalam pengelolsan sumberdaya alam di ZEE tidak tidak
dapat dilepaskan keterkaitan Indonesia dengan pihak
luar negeri dslam bentu kerjasams terutame ASEAN, Kerja
sams tersebut sangat penting, misaslnya; dslam pengelola-
an terpadu sehingga menjadi kuat secara regional (misal
terjaminnya pasar, sumberdaya dan sebagainya). Meng-
ingat negera-negara ASc.N memiliki- potensi yang berbeda
dan saling menunjang, kerjassms jugs penting dalam
penetuan batas-batas ZEE yang tegas, mengingst hal ter-
sebut umumnya belum defenitif.

Dengen telah diretifikasinya UNCLOS 1982, mska konvensi
tersebut telsh menjadi bagian tatahukum bangsa
Indonesia, hak dan kewajiban negara Rl menjadi belr- .
tambah, Szlah satu diantsranya adalah pengelolsan zons
Ekonomi jksklusif‘Irﬂbnesia yurisdiksi tersebut ber-
tambah lebih kurang 2,7 juta km2,

Bahwa di dalam pengelolaan dan pemanfastan  sumberdaya
alam di ZEE, harus tetap berpegang psds satu asas yaitu
asas kelestarian sumberdzys alam, yaitu sumber yang die.
manfaatkan hanpus seimbang dengan potensi yang ada. se=-
hingga aps yang diharapkan dapat terwujud yakni merata

dan terjedi keseimbangan.
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5.2- Saran

1. Mengingat bahwa Undang-undang nasional Indonesia
tentang ZEEI tidak menetapksn batas atau ketentuan
lain yang berkensan dengan perjanjisn bilaterla maka,
perlu diadakan kesepskatan/perjanjian bilateral., misal-
nya dengan Australia, Malaysia, Thailand, Vietnam
Filipina.

2. Dengan sdanya kecenderungan mengensi hambatan terhadap
pelaksanan ketentusn yang terdapat di ZEEIL yang me-
rupakan faktor penunjeng untuk melakssnakan dan me=-
manfsatkan sumberdsys alam yang terdapat di ZEEL, yakni
kurang tersedianya tenaga terlstih dan terdidik yang
mencukupi sehingga sangst diharapkan untuk diperhstikan

3, UntKmemenuhi saren tersebut dihsrapkan adanya -
penyebar luasan pengetahusn hukum laut Internssional
dan undang-undang nssional Indonesia, tentang ilmu
kelautan dalam waktu yang relatif singkat . ‘kepada
seluruh rakyst Indonesis, tanps adanya dispensasi bagi
kalangan bangsa lndonesis itu sendiri.

Demikianlah beberspa hal yang dapat penulis peparkan

mengenai Implementasi hak-hak berdaulat negsrs Indonesia

dalam rangka memenuhi syafat untuk memperoleh - ~ . gelar
sarjana hukum lpnternasional pada fakultas hukum Universitas

"45", Mudah-mudshan Skripsi ini dapst merupakan sumbangsnr

dalam memperluss cakrawala untuk mengimplementasikannya,
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Article 54
Duties of ships and aircraft during their passage, research
and survey activities, duties of the archipelagic State and
laws and regulations of the archipelagic State relating to
archipelagic sea lanes passage

Articles 39, 40, 42 and 44 apply mutaris mutandis to archipelagic sea lanes
pussage

PART V
EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE

Article 55
Specific legal régime of the exclusive economic zone

The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial
sea, subject 1o the specific legal régime established in this Part, under which the
rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other
States are governed by the relevant provisions of this Convention.

Article 56
Riglus, jurisdiction and duties of the coastal State in the
exclusive economic zone

1. In the exclusive economic zone, the coastal State has:

(a) sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving
and managing the natural resources, whether living or non-living, of the
wilers superjacent Lo the sea-bed and of the sea-bed and its subsoil, and
with regard to other activities for the economic exploitation and explora-
tion of the zone, such as the production of energy from the water, cur-
rents and winds;

(b) jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention
with regard to:

(i) the establishment and use of artificial islands, installations and struc-
tures;
(i) marine scientific research;
(iii) the protection and preservation of the marine environment;

(¢) other rights and duties provided for in this Convention.

2. In exercising its rights and performing its duties under this Convention in
the exclusive economic zone, the coastal State shall have due regard to the
rights and duties of other States and shall act in a manner compatible with the
provisions of this Convention, *

3. The rights set out in this article with respect 1o the sea-bed and subsoil
shall be exercised in accordance with Part VI,

Article 57
Breadih of the exclusive economic zone

The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles
from the baselines [rom which the breadth of the territorial sea is measured.
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Article 58
Rights and duties of other States
in the exclusive economic zone

1. In the exclusive economic zone, all Stales, whether coastal or land-locked,
enjoy, subject 1o the relevant provisions of this Convention, the freedoms
referred to in article 87 of navigation and overflight and of the laying of sub-
marine cables and pipelines, and other internationally lawful uses of the sea
related to these freedoms, such as those associaled with the operation of ships,
aircraft and submarine cables and pipelines, and compatible with the other pro-
visions of this Convention.

2. Articles 88 1o 115 and other pertinent rules of international law apply to
the exclusive economic zone in so far as they are not incompatible with this
Pant.

3. In exercising their rights and performing their duties under this Conven-
tion in the exclusive economic zone, States shall have due regard (o the rights
and duties of the coastal State and shall comply with the laws and regulations
adopted by the coastal State in accordance with the provisions of this Conven-
tion and other rules of international law in so far as they are not incompatible
with this Part.

: Article 59
Basis for the resolution of conflicts regarding the
attribution of rights and jurisdiction in the exclusive
economic 1one

In cases where this Convention does nol attribute rights or jurisdiction to the
coastal State or to other States within the exclusive econom ic zone, and a con-
flict arises between the interests of the coastal State and any other Stale or
States, the conflict should be resolved on the basis of equity and in the light of
all the relevant circumstances, taking into account the respective importance of
the interests involved to the parties as well as to the international communily as
a whole.

Article 60
Artificial islands, installations and structures in the
exclusive economic zone

1. In the exclusive economic zone, the coastal State shall have the exclusive
right to construct and to authorize and regulate the construction, operation and
use of:

(a) artificial islands;

(b) installations and structures for the purposes provided for in article 56

and other economic purposes;

(¢) installations and structures which may interfere with the exercise of the

rights of the coaslal State in the zone.

2. The coastal State shall have exclusive jurisdiction over such artificial is-
lands, installations and structures, including jurisdiction with regard to customs,
fiscal, health, safety and immigration laws and regulations.

3. Due nolice must be given of the construction of such artificial islands, in-
stallations or structures, and permanent means for giving warning of their pres-
ence must be maintained. Any inslallations or structures which are abandoned
or disused shall be removed 1o ensure safety of navigation, taking into account
any generally accepted international standards established in this regard by the
competent international organization. Such removal shall also have due regard
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to fishing, the protection of the marine environment and the rights and duties
of other States. Appropriate publicity shall be given to the depth, position and
dimensions of any installations or structures not entirely removed.

4. The coastal State may, where necessary, establish reasonable salely zones
around such artificial islands, installations and structures in which it may lake
appropriate measures lo ensure the safety both of navigation and of the artificial
islands, installations and structures.

5. The breadth of the safety zones shall be determined by the coastal State,
taking into account applicable international standards. Such zones shall be de-
signed to ensure thal they are reasonably related to the nature and function of
the artificial islands, installations or structures, and shall not exceed a distance
of 500 metres around them, measured from each point of their outer edge,
except as authorized by generally accepled international standards or as recom-
mended by the competent international organization. Due notice shall be
given of the extent of safety zones.

6. All ships must respect these safety zones and shall comply with generally
accepled international standards regarding navigation in the vicinity of artificial
islands, installations, structures and safely zones.

7. Artificial islands, installations and structures and the safety zones around
them may not be established where interference may be caused 1o the use of
recognized sea lanes essential to international navigation.

8. Artificial islands, installations and structures do not possess the status of
islands. They have no territorial sea of their own, and their presence does nol
afTect the delimitation of the territorial sea, the exclusive economic zone or the
continental shell.

Article 61
Conservation of the living resources

1. The coastal State shall determine the allowable calch of the living
resources in its exclusive economic zone.

2. The coastal State, taking into account the best scientific evidence available
to it, shall ensure through proper conservation and managemen!t measures that
the maintenance of the living resources in the exclusive economic zone is not
endangered by over-exploitation. As appropriate, the coastal State and compe-
tent international organizations, whether subregional, regional or global, shall
co-operale to this end.

3. Such measures shall also be designed to maintain or restore populations of
harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield,
as qualified by relevant environmental and economic factors, including the
economic needs of coaslal fishing communities and the special requirements of
developing States, and taking into account fishing palterns, the interdependence
of stocks and any generally recommended international minimum standards,
whether subregional, regional or global. .

4. In taking such measures the coastal State shall take into consideration the
effects on species associnted with or dependent upon harvested species with a
view lo maintaining or restoring populations of such associated or dependent
species above levels at which their reproduction may become seriously
threatened.

5. Available scientific information, catch and fishing effort statistics, and
other data relevant 1o the conservation of fish stocks shall be contributed and
exchanged on a regular basis through competent international organizations,
whether subregional, regional or global, where appropriate and with participa-




123

tion by all States concerned, including States whose nationals are allowed to
fish in the exclusive economic zone.

Article 62
Utilization of the living resources

1. The coastal State shall promote the objective of optimum utilization of the
living resources in the exclusive economic zone without prejudice to article 61.

2. The coastal State shall determine its capacily to harvest the living
resources of the exclusive economic zone. Where the coastal State does nol
have the capacity to harvest the entire allowable catch, it shall, through agree-
menls or other arrangements and pursuanl! lo the terms, conditions, laws and
regulations referred to in paragraph 4, give other States access to the surplus of
the allowable catch, having particular regard to the provisions of articles 69 and
70, especially in relation to the developing States mentioned therein.

3. In giving access to other States to its exclusive economic zone under this
article, the coastal State shall take into account all relevant [actors, including,
inter alia, the significance of the living resources of the area to the economy of
the coastal State concerned and its other national interests, the provisions of
articles 69 and 70, the requirements of developing States in the subregion or
region in harvesting part of the surplus and the need to minimize economic dis-
location in States whose nationals have habitually fished in the zone or which
have made substantial efforts in research and identification of stocks.

4. Nationalsofl other States [ishing in the exclusive economic zone shall comply
with the conservation measures and with the other terms and conditions estab-
lished in the laws and regulations of (he coastal State. These laws and regulations
shall be consistent with thisConvention and may relate, inter alia, 10 the following:

(a) licensing of fishermen, fishing vessels and equipment, including payment
of fees and other forms of remuneration, which, in the case of developing
coaslal States, may consist of adequate compensation in the field of linanc-
ing, equipmentand technology relating to the fishing industry;

{b) determining the species which may be caught, and fixing quotas of caich,
whether in relation to particular stocks or groups of stocks or catch per
vessel over a period of time or to the catch by nationals of any State
during a specified period;

(c) regulating seasons and areas of fishing, the types, sizes and amount of
gear, and the types, sizes and number of fishing vessels that may be used;

(d) fixing the age and size of fish and other species that may be caught;

(e) specifying information required of fishing vessels, including catch and
effort statistics and vessel position reports;

(f) requiring, under the authorization and control of the coastal State, the
conduct of specified flisheries research programmes and regulating the
conduct of such research, including the sampling of caiches, disposition
of samples and reporting of associated scientific data;

(g) the placing of observers or trainees on board such vessels by the coastal
State;

(h) the landing of all or any part of the catch by such vessels in the ports of
the coastal State;

(i) terms and conditions relating to joint ventures or other co-operative
srrnngemenls;

+(j) requirements for the training of personnel and the transfer of fisheries
technology, including enhancement of the coastal State's capability of
undertaking lsheries research;
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(k) enforcement procedures.

5. Coastal States shall give due notice of conservation and management laws
and regulations

Article 63
Stocks occurring within the exclusive economic zones of two
or more coastal States or both within the exclusive economic
zone and in an area bevond and adjacent to it

I. Where the same stock or stocks of associated species occur within the ex-
clusive economic zones of two or more coastal States, these States shall seek,
either directly or through appropriate subregional or regional organizations, lo
agree upon the measures necessary to co-ordinate and ensure the conservation
and development of such stocks without prejudice to the other provisions of
this Part.

2. Where the same stock or stocks of associated species occur both within
the exclusive economic zone and in an area beyond and adjacent to the zone,
the coastal State and the States fishing for such stocks in the adjacent area shall
seek, either directly or through appropriate subregional or regional organiza-
tions, lo agree upon the measures necessary [or the conservation of these
stocks in the adjacent area.

Article 64
Highly migratory species

I. The coastal State and other States whose nationals fish in the region for
the highly migratory species listed in Annex I shall co-operate directly or
through appropriate international organizations with a view to ensuring conser-
valion and promoting the objective of optimum utilization of such species
throughout the region, both within and beyond the exclusive economic zone.
In regions for which no appropriate international organization exists, the coasial
State and other States whose nationals harves! these species in the region shall
co-operate 1o establish such an organization and participate in its work,

2. The provisions of paragraph 1 apply in addition to the other provisions of
this Part.

Article 65
Marine mammals

Nothing in this Parl restricts the right of a coastal State or the competence of
an international organization, as appropriate, to prohibit, limit or regulate the
exploitation of marine mammals more strictly than provided for in this Part.
States shall co-operate with a view to the conservation of marine mammals and
in the case of cetaceans shall in particular work through the appropriate interna-
tional organizations for their conservation, management and study.

Article 66
Anadromous stocks

|. States in whose rivers anadromous stocks originate shall have the primary
interest in and responsibility for such stocks.

2. The State of origin of anadromous stocks shall ensure their conservation
by the establishment of appropriate regulatory measures for fishing in all waters
landward of the outer limits of its exclusive economic zone and for fishing
provided for in paragraph 3(b). The State of origin may, after consultations
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with the other States referred to in paragraphs 3 and 4 fishing these stocks, es-
. tablish total allowable catches for stocks originating in its rivers.

3. (a) Fisheries for anadromous stocks shall be conducted only in waters
landward of the outer limits ol exclusive economic zones, except in
cases where this provision would resultl in economic dislocation for a
State other than the State of origin. With respect to such fishing beyond
the outer limits of the exclusive economic zone, States concerned shall
maintain consultations with a view lo achieving agreement on terms and
conditions of such lishing giving due regard to the conservation require-
menis and the needs of the State of origin in respect of these stocks.

(b) The State of origin shall co-operate in minimizing economic dislocation
in such other States lishing these stocks, taking into account the normal
calch and the mode of operations of such States, and all the areas in
which such fishing has occurred.

(c) States referred to in subparagraph (b), participating by agreement with
the State of origin in measures lo renew anadromous stocks, particularly
by expenditures for that purpose, shall be given special consideration by
the State of origin in the harvesting ol stocks originating in ils rivers.

(d) Enforcement of regulations regarding anadromous stocks beyond the ex-
clusive economic zone shall be by agreement belween the State of origin
and the other States concerned.

4. In cases where anadromous stocks migrate into or through the waters
landward of the outer limits of the exclusive economic zone ol a State other
than the State of origin, such State shall co-operate with the State of origin with
regard lo the conservation and management of such stocks.

5. The State of origin of anadromous stocks and other States fishing these
stocks shall make arrangements for the implementation of the provisions of
this article, where appropriate, through regional organizations.

Article 67
Catadromous species

1. A coastal State in whose waters catadromous species spend the greater
part of their life cycle shall have responsibility for the management of these spe-
cies and shall ensure the ingress and egress of migrating fish.

2. Harvesting of catadromous species shall be conducted only in waters land-
ward ol the outer limits of exclusive economic zones. When conducted in exclu-
sive economic zones, harvesling shall be subject to this article and the other
provisions of this Convenlion concerning fishing in these zones.

3. In cases where caladromous fish migrate through the exclusive economic
zone of another State,; whether as juvenile or maturing fish, the management,
including harvesting, of such fish shall be regulated by agreement between the
State mentioned in paragraph | and the other State concerned. Such agreement
shall ensure the rational management of the species and take into account the
responsibilities of the State mentioned in paragraph 1 for the maintenance of
these species.

Article 68
Sedentary species

This Part does not apply to sedentary species as defined in article 77, para-
graph 4.
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Article 69
Right of land-locked States

1. Land-locked States shall have the right to participate, on an equitable
basis, in the exploitation of an appropriate parl of the surplus of the living
resources of the exclusive economic zones of coastal States of the same sub-
region or region, laking into account the relevant economic and geographical
circumstances of all the States concerned and in conformity with the provisions
of this article and of articles 61 and 62.

2. The terms and modalities of such participation shall be eslablished by the
States concerned through bilateral, subregional or regional agreements taking
into account, inter alia:

(a) the need 1o avoid effects detrimental to fishing communities or fishing

industries of the coastal State;

(b) the extent to which the land-locked State, in accordance with the provi-
sions of this article, is participating or is entitled 1o participate under ex-
isting bilateral, subregional or regional agreements in the exploitation of
living resources of the exclusive economic zones of other coastal States;

(c) the extent 1o which other land-locked States and geographically disad- -
vantaged Slates are participating in the exploitation of the living
resources of the exclusive economic zone of the coastal State and the
consequent need to avoid a parlicular burden for any single coastal State
or a part of it;

{d) the nutritional needs of the populations of the respective States.

3. When the harvesting capacily of a coastal State approaches a point which
would enable it 1o harvest the entire allowable catch of the living resources in
its exclusive economic zone, the coastal State and other States concerned shall
co-operale in the establishment of equitable arrangements on a bilateral, sub-
regional or regionul basis to allow for participation of developing land-locked
States of the same subregion or region in the exploitation of the living
resources of the exclusive economic zones of coastal Stales of the subregion or
region, as may be appropriate in the circumstances and on lerms satisfactory 1o
all parties. In the implementation of this provision the factors mentioned in
paragraph 2 shall also be taken into account.

4. Developed land-locked States shall, under the provisions of this article, be
enlitled to participate in the exploitation of living resources only in the exclu-
sive economic zones of developed coastal Siates of the same subregion or
region having regard to the extent to which the coastal State, in giving access 1o
other States to the living resources of its exclusive economic zone, has taken
into account the need to minimize detrimental effects on fishing communities
and economic dislocation in Stales whose nationals have habitually fished in the
zone.

S. The above provisions are without prejudice to arrangements agreed upon
in subregions or regions where the coastal States may grant lo land-locked
States of the same subregion or region equal or preferential rights for the exploi-
tation of the living resources in the exclusive economic zones,

Article 70
Right of geographically disadvantaged States

I. Geographically disadvantaged States shall have the right to participate, on
an equitable basis, in the exploitation of an appropriate part of the surplus of the
living resources of the exclusive economic zones of coastal States of the same
subregion or region, taking into account the relevant economic and geographi-
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cal circumstances of all the States concerned and in conformity with the provi-
sions of this article and of articles 61 and 62.

2. For the purposes of this Part, “geographically disadvantaged States”
means coastal States, including States bordering enclosed or semi-enclosed
seas, whose geographical situation makes them dependent upon the exploita-
tion of the living resources of the exclusive economic zones of other States in
the subregion or region for adequate supplies of fish for the nutritional purposes
of their populations or parts thereof, and coastal States which can claim no ex-
clusive economic zones of their own.

3. The terms and modalities of such participation shall be established by the
States concerned through bilateral, subregional or regional agreements taking
into account, inter alia:

(a) the need to avoid effects detrimental to fishing communities or fishing

indusiries of the coastal State;

(b) the extent to which the geographically disadvantaged State, in accor-
dance with the provisions of this article, is participating or is entitled to
participate under existing bilaleral, subregional or regional agreements
in the exploitation of living resources of the exclusive economic zones
of other coastal Stales;

(c) the extent to which other geographically disadvantaged States and land-
locked States are participating in the exploitation of the living resources of
the exclusive economic zone of the coastal State and the consequent need
toavoidaparticular burden for any single coastal State orapartofit;

(d) the nutritional needs of the populations of the respeclive States,

4. When the harvesting capacity of a coastal State approaches a point which
would enable it to harvest the entire allowable catch of the living resources in
ils exclusive economic zone, the coastal State and other States concerned shall
co-operale in the establishment of equitable arrangements on a bilateral, sub-
regional or regional basis 1o allow for participation of developing geographically
disadvantaged States of the same subregion or region in the exploitation of the
living resources of the exclusive economic zones of coastal States of the sub-
region or region, as may be appropriate in the circumstances and on terms satis-
factory to all parties. In the implementation of this provision the factors men-
tioned in paragraph 3 shall also be taken into account.

5. Developed geographically disadvantaged States shall, under the provisions
of this article, be entitled to participate in the exploitation of living resources
only in the exclusive economic zones of developed coastal States of the same
subregion or region having regard to the extent to which the coastal State, in
giving access 10 other Stales lo the living resources of its exclusive economic
zone, has taken into account the need to minimize detrimental effects on fish-
ing communities and economic dislocation in Stales whose nationals have
habitually fished in the zone.

6. The above provisions are without prejudice to arrangements agreed upon in
subregions or regions where the coastal States may grant to geographically disad-
vantaged States of the same subregion or region equal or preferential rightsfor the
exploilation ol the living resourcesin the exclusive economic zones.

Article 71
Non-applicability of articles 69 and 70

The provisions of articles 69 and 70 do not apply in the case of a coastal State
whose economy is overwhelmingly dependent on the exploitation of the living
resources of its exclusive economic zone.
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Article 72
Restrictions on transfer of rights

1. Rights provided under articles 69 and 70 to exploit living resources shall
not be directly or indirectly transferred to third States or their nationals by lease
or licence, by establishing joint ventures or in any other manner which has the
effect of such transfer unless otherwise agreed by the States concerned.

2. The foregoing provision does not preclude the States concerned from ob-
taining technical or financial assistance from third States or international organi-
zations in order to facilitate the exercise of the rights pursuant to articles 69 and
70, provided that it does not have the effect referred to in paragraph |.

Article 73
Enforcement of laws and regulations of the coastal State

1. The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, ex-
ploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic
zone, luke such measures, including boarding, inspection, arrest and Jjudicial
proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regu-
lations adopted by it in conformily with (his Convention.

2. Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the post-
ing of reasonable bond or other security,

3. Constal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in
the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of
agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corpo-
ral punishment.

4. In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall
promptly notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken
and ol any penalties subsequently imposed.

Article 74
Delimitation of the exclusive economic zone between States
with opposite or adjacent coasts

I. The delimitation of the exclusive economic zone between States with
opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of inter-
national law, as referred 1o in Article 38 of the Statute of the International
Court of Justice, in order to achieve an equitable solution,

2. If no agreement can be reached within a reasonable periad of time, the
States concerned shall resort to the procedures provided for in Part X V.

3. Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned,
in u spirit of understanding and co-operation, shall make every effort to enter
into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional
period, nol lo jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such
arrangements shall be without prejudice to the final delimitation.

4. Where there is an agreement in force between the States concerned, ques-
tions relating 1o the delimitation of the exclusive economic zone shall be deter-
mined in accordance with the provisions of that agreement.

Article 75
Charts and lists of geographical co-ordinates

1. Subject to this Part, the outer limit lines of the exclusive economic zone
and the lines of delimitation drawn in accordance with article 74 shall be shown
on charts of a scale or scales adequate for ascertaining their position. Where
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appropriate, lists of geographical co-ordinates of points, specifying the geodetic
datum, may be substituted for such outer limit lines or lines of delimitation.

2. The coastal State shall give due publicity to such charts or lists of
geographical co-ordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with
the Secretary-General of the United Nations.

PART VI
CONTINENTAL SHELF

Article 76
Definition of the continental shelf

I. The continental shelfl of a coastal State comprises the sea-bed and subsoil
of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the
natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental
margin, or to a distance ol 200 nautical miles from the baselines [rom which the
breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continen-
tal margin does not extend up to that distance.

2. The continental shelf of a coastal State shall not extend beyond the limits
provided for in paragraphs 4 to 6.

3. The continental margin comprises the submerged prolongation of the land
mass of the coastal State, and consists of the sea-bed and subsoil of the shell,
the slope and the rise. It does not include the deep ocean floor with its oceanic
ridges or the subsoil thereol.

4. (a) For the purposes of this Convention, the coastal State shall establish
the outer edge of the continental margin wherever the margin extends
beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of
the territorial sea is measured, by either:

(i) a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference to the
oulermost fixed points at each of which the thickness of sedimen-
tary rocks is al least 1 per cent of the shortes! distance from such
point to the fool of the continental slope; or

(ii) a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference 1o
fixed points not more than 60 nautical miles from the foot of the
continental slope.

(b) In the absence of evidence to the contrary, the foot of the continental
slope shall be determined as the point of maximum change in the gra-
dient at its base,

5. The fixed points comprising the line of the outer limits of the continental
shell on the sea-bed, drawn in accordance with paragraph 4 (a)(i) and (i),
either shall not exceed 350 nautical miles [rom the baselines from which the
breadth of the territorial sea is measured or shall not exceed 100 nautical miles
from the 2,500 metre isobath, which is a line connecting the depth of 2,500
melres.

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, on submarine ridges, the
outer limit of the continental shelf shall not exceed 350 nautical miles from the
baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. This para-
graph does not apply to submarine elevations that are natural components of
the continental margin, such as its plateaux, rises, caps, banks and spurs.
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.
internasional berwenang dengan maksud untuk dapat ditérima. Organisasi tersebut hanya dapat
menerima alur laut dan skema - pemisah lalu linfas yang demikian sebagaimana disetujui bersama -

dengan Negara kepulauan, setelah mana Negara kepulauan dapat menentukan, menetapkan

alau
menggantinya.

10. Negara kepulauan harus dengan jelas menunjukkan sumbu-sumbu alur laut dan ske-
ma pemisah lalu lintas yang ditentukan atau ditetapkannya pada peta-peta yang harus diumum-
kan sebagaimana mestinya. '

P I "

11. Kapal yang melakukan lintas alur laut kepulauan harus mematuhi alur laut dan ske-
ma pemisah lalu lintas yang berlaku yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal ini.

! ' K

v g, " e . . v . — i
. “ “ .
‘. P cahe s

, - 12. Apabila suatu Negara kepulauan tidak menentukan alur laut atau rute penerbangan, -
maka hak lintas alur laut kepulauan dapal dilaksanakan melalui rute yang biasanya digunakan un-
tuk pelayaran internasional.

.s = . (e
D als &« s la

Pasal 54 ‘ N i
-~ Kewajiban kapal dan pesawat udara selama melakukan lintas, Kegiatan riset dan suivey,

-Kewajiban Negara kepulauan dan peraturan perundang-undangan Negara
kepulauan bertalian dengan lintas alur laut kepulavan . -

Pasal-pasal 39, 40, 42 dan 44 berlaku niutatis mutandis bagi lintas alur laut kepulavan,

BAB V

""" ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

Pasal 55
Rejim hukum khusus zona ekonomi eksklusif
Zona ekonomi eksklusil adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teri-
torial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana
hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur
oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvens ini.

LRI T r 1 AR L I 5. . ..
b ol . ]
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Pasal 56 ) _ ) I
" Hak-hak, yurisdiksi dan.kewajiban Negara pantai

dalam zona ckonomi eksklusif

b —

1. Dalam zona ekonomi eksklusif, Megara pantai mempunyai

R I - .

' '(3) Hak-hak berdaulat u'hluk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan penge-
lolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas
dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dj bawahnya dan berkenaan dengan kegia-

- tan lain untuk keperluan ek5pld}asi dan eksploitasi ekonomi zona terse
produksi energi dari air, arus dan angin i

but, seperti

(b)  Yurisdiksi sebagai.m-a:}_a‘ dilcntukan;da]nm ketentuan yang relevan Konvensi ini ber-
kenaan dengan : e ' 1l o

“ioseeneens o (i) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan : °
R B b L RS e s T o
i oo (i) riset limiah kelautan . oo e r L s 53 BEETTEC
T W T o | R e LU E IR R
(iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut ;
.--'—._'_‘_.__“_H_‘_‘-_"‘——.._ s+ ———— e e

(c) Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensj ini.

|
|
2. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kKewajibannya berdasarkan Konven- |
si ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai harus memperhatikan sebugaimana meslinya

hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan
Konvensi ini,

3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah
di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Dab VI,

- .+ . Pasal 57

. e,
Py

' g

Lebar zona ekonomi eksklusif e et < g

Zona ekonomi cksklusif tidak boleh melebihi 200

i laut dard gards pangkal dari
Mana lebar laut teritorial diukur,

1
eV,
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. Pasal 58

lak-hak dan kewajiban Negara lain di
zona ekonom :ksklusf

1. Di zona ekonomi eksklusif, semua Negara, baik Negara berpantaj atau tak ber-
pantai, menikmali, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan-kebe-
basan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang
disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang syah mepurut hukum international yang
pertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengo-

perasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan Ketentuan-
ketentuan lain Konvensi ini. _ e _

.

2.+ Pasal 88 sampai 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku dite-
rapkan bagi zona ckonomi eksklusil sepanjang tidak bertentangan dergan Bab ini.

3. Dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi Kewajibannya berdasaikan Konvens
ini di zona ekonomi eksklusil, Negara -negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-
hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yuny dite-
tapkan o_léh Negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan iiukum inter-
nasional lainnya sepanjang ketentuan terscbut tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini.

Pasal _59

Dasar untuk pu'nyelcsaiau sengketa mengenai pemberian
hak-hak dan yurisdiksi di zona ekonomi eksklusil

Dalam hal dimana Konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yurisdiksi kepada
Negara pantai atau kepada Neegara lain di zona ekonomi eksklusif, dan timbul sengketa antara
Kepentingan-kepentingan Negara pantai dan Negara lain atau Negara-negara luin manapun, maka
sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan
yang relevan, dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlit.-r hagi
para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan,
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b Pasal 60‘/

Pulau buatan, instalasi dnu bmguu:m bangunan
di zona ekonomi eksklusif

|. Di zona-ckonomi eksklusil, Nm.ara p:ml-u mr:rnpuny.u hak eksklusil untuk mems-

bangun dan untuk menguasakan d.m mcng'llur pembangunan, upu.m dan penggunaan

(a) pulau buatan:

(b) instalasi dan bangunan untuk- ‘keperluan sebagaimana ditentukandalam pasal 56
dan tujuan Eko‘f}-qm[lﬂjflll}"q;. T DR
(c) instalasi dan bungunan yang dJPdl menggang;_.u pelaksanaan hak-hak Negara
a-€eiiopma o pantai dalam zona tersebut, v.. RHRL R Iy o '8

avlasndl oo L ]

2, Ncgara pantai mempunyai yurisdiksi eksklusil ata$ pulnu buatan, instalasi dan

bangunan dcrmklan termasuk yurisdiksi bertalian dcnym pcr.:luran puundanh umlam,.m Lea
cukai liskal, kcsch.ll.m keselamatan danmugmu '

G RN R T e I U o e o L AT LN TN (PR Rt S LTt R | ISRt LS :f

'] £
L o

T Pcmbeutahuan sebagaimana mestinya- harus diberikan mcn;,cnan punh uwun.m
pulau buatan; msl:llasl atau. bangunan demikian dan‘sarana letap guna pcmbcnuhum ad.mya-
instalasi atau b.mz,un.m demikian harus dipelihara, Setiap instalasi atau b.mpm.m yang dnm';:-
galkan atau tidak terpakai harus dibongkar untuk menjamin kesclumatan pelayaran, dengan
mcmpcth.mk.m seliap sumd.lr mlcmas:onal yang diterima secara wmum yang ditetapkan dalam
hal ini oleh organisasi Illl-.:rnJSIon.il yang Lerwenang. Pembongkaran demikian harus memperha-
tikan dcnb.m semestinya pcn.;m,Lapnn ikan, perlindungan lingkungan I.1ul dan hak-hak serta
l».cw.ulbdn Negara lain, Pengumuman yang. tepat harus diberikan mengenai kedalaman, posisi
dun dimensi seliup mst.:l:m alau bangunan yang tidak dibonekar secara keseluruhan.

T B i :

4. Negara pantai, apabila diperlukan, dapat menctapkan zona keselamatan yanyg pan-
tas di sekeliling pulau buatan, .instalasi dan bangunan demikian dimana Negara pantai dapal
mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin baik Lcsc.}:lrmlan pelayaran maupun kesela-
matan pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut. .

5. Lebar zona kesclamatan harus ditentukan oleh Negara pantai dengan memperha-
tikan standar-standar internasional yang berlaku. Zona kesclamatan demikisn harus dibuangun
untuk menjamin bahwa zona keselimmatan tersebut sesuai dengan sifat dan Tungsi pulau buatan,

instalasi dan bangunan tersebut dan tidak boleh melebihi jarak SO0 meter sekeliling bangunan

terscbul, diukur dari setiap titik terluar, kecuali apabila, diijinkan oleh standar internasional -

yang diterima secara umum atau di rekomendasikan oleh organisasi internasional yanyg berwe-
nang. Pemberitahuan yang semestinya harus diberikan tentang luas zona keselamatan tersebut’

6. Semua kapal harus menghormati zona keselamatan ini dan harus memenuhi standar
internasional yang diterima secara umum yang bertalian dengan pelayaran di sehitar pulan
buatan, instalasi, bangunan dan zona keselamatan.
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P == (e) perinciun Keterangan yang diperlukan dad kapal penangkap ikan, terinasuk
statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta lapotan tentang posisi
kapal;

s () persyaratan, di bawah penguasaan dan pengawasan Negara pantai, dilakukan-

} nya program riset perikanuh yang tertentu dan pengaturan pelaksanaan risel

demikian, termasuk pengambilun contoh tungkapan, disposisi contoh tersebult
dan pelaporandata ilimiah yang berhubungan;

(g) pencmpatan peninjuu atan trainee diatas kapal terscbut olel Nepara pantai,

(h) penurunan scluruh atau scbagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut di pela
buhian Megara pantai; '

(i) ketentuan dan persyaratan bertalian dengan usaha patungan atau pengaturan
kerjasima lainnya;

(G)  persyaratan untuk latihan personil dan pengalilan teknologi perikanan, ters
masuk peningkatan kemampuan Negara pantai untuk melikuban riset perika-

- map; ‘

(k) prosedur penegakan.

. S. Negma pantai harus mengadakan pemberitahuan sebapgaimana mestinga me-
ngenai peraturan konservasi dan pengelolaan.

Pasal G3
Persedinan jenis tkan yang terdapat di zona ckonomi ekshlusil dua Negao pantai
atau lebih atao baik di dalinn zona ckonomi eksklusil maupun
di dalam suatu dacrah di luar seita besdekatan dengannya

I. Dimana persedinan jenis ikan yang sama atau persediman jenis ihan yang lcun;l:uk‘
dalam jenis yang sama terdapatl dalam zona ekonomi cksklusil dua Negara pantai atau lebily,
maka Megara-negara ini hprus secara langsung melalui onganisasi sub repgional atau reptonal yang
bersangkutan bepusaha mencapai kesepakatan mengenai tndakan yang diperukan tntuk meng
koordinasid:an dan menjamin konservasi dan pcngumhuuphn perscdinan jenis ikan dennkian tanpa
mengurangt arhi ketentuan lain Bab i

; 2. Dimana persediaan ikan yang sama atau persediaan jenis tkan yang tenmasak daliom
jenis yang sama yang Lerdapat baik dalam zona ckonomi chsklusif maupun di Tuar dacrah dan
yang berbatasan dengan zona tersebul, maka Negara pantat dan Megara yany memnpkap perse-
diaan jenis ikan demikion di dacrah yang berdekatan haros berusaha baik secann langsung atiu
melalui organisasi sub regional atau regional yang bersanpgkutan antuk meneapa Besepakatan
mengenai Lindakan yang dipetdlukan uatuk konseevast pessediaan jenis ikan di dacraly yang ber-

.

dekatan lc:::sclml,
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Pasal 64
“Jenis ikan yang bermigrasi jauh
(Highly migratory specics)

TR

I, Negara pantaj dun Negara lain yang wargancgaranya melakukan penanykapan ikan
di k:i\:fll.‘ii!ll untuk jenis ikan yang bermigrasi jauh sebagaimana tercantum dalam 'I_:unpir;m I, ha-
pus bekerju suma secara . langsung atau melalui organisasi internasional yang bersanyvkutan
dengan tujuan unfuk menjamin konservas, dan meningkatkan tujuan pemanfaatan oplimal jenis
jkun yang demikian di seluruh katlvasan, buik didalam maupun di luar zons ckonomi eksklusil,

Di Kawasan dimana tidak terdapat organisasi internasional yang bersangkutan, Megara pantai
dun Negara lain yang warganegaranya memanfaatken jenis ikan demikian di kawasan tersebut
harus bekerjasama untuk membentul’ organisasi demikian dan Lerperan seita dalam kegiatannya.

2, Ketentuan ayal | berlaku di saumping ketentuan Liin Dab ini.

“Pasal 65

Mamalia laut

Tidak ada satu kelentuan pun dalam Bab ini yang membatas hak Negac pantai atau
kewenangan sualu orgunisasi internasional, scbagaimana layaknya, untuk mebiang, membatasi
tlau mengatur cksploitasi mamalia laul secara lebib Kelal dudi pada yang diatur dalam Bab ini.
Negara-nepara harus bekerja sama dengan tujuan untuk konservasi mamalia laut dan dalam hal
calaceans harus bekerja khususnya melalui organisasi internasional yang bersanybutan untuk
konservasi, pengelolaan, dun penclitian.

I'asal 66

Persediaan jenis ikan anadromn

I, Negara di muna sungainya merupakan tempat asal pessediaan jenis ikan anadiom

harus mempunyai kepentingan utama dan tangeunyg jawab alas persediman jenis ikan demikian,

2. Negara asal persediaan jenis ikan anadrom harus menjamin konservasi jenis tersebut

dengan mengadakan tindakan-tindakan pengaturan yame tepat bagi penangkapan ikan di semua

CPerairan pada sisi darat batas luar zona ckonami eksklusil dan bapi penangkapan ikan sebagai-

mana ditetapkan dalam ayat X (b). Megara asal setelah inengadakan konsultasi dengan Negara

lain yang discbut dalam ayat 3 dan 4 yang lncn:angk:t'p jenis ikan ini, dapat menctapkan jumlah

langkapan total yang diperbolehkan bagi persediaan 'j-cnixl'ilz:m yang berasal il sungai-sungai-
nya, : ' '

3. (a) Perikanan Lagi persedinan jenis Tkan anadiom hanya dapat dilakukan dalam

S W perairan pada sisio darat balas luar zona ckonomi ckskinsil kecuali dalam

~eeieees 0 hal kelentuan ini akan’ [I\Cl:\g:lkil}ilnlﬂil dislokasi chonomi bagi sualu MHegara
STt lain i pada Negara asal.” Berkenan dengan penangkapan ikan demikian di
it 'ﬁcb;:l;lll luar batas luar zoua ckonomi cksklusil, Mepara-Mepara yane ber-

C angkutan harus tetap mengadakan konsultasi denvan tujuan untuk mencipai

kata sepakat tentang ketentuan dan pessyamban penanpkapan ikan demikian

dengan memperhatikan persyacatan Foonservisi dan kebutabian Hepara asal per

| . sedizan Jenis ikan ini.

L' % . “""
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-(b) Negara asal harus bekerjasama untuk memperkecil dislokasi ekonomi di Ncgara
yang menangkap persediaan jenis ikan ini, dengan memperhatikan jumlah tangkapan
normal dan cara operasi Negara tersebut itu serta semua kawasan di manz penangka-
an demikian telah dilakukan. -

(c) 'Negara yang disebut dalain sub-ayat (b), yang berperan serta melalui persetujuan

dengan negara asal dalam tindakan untuk memperbaharui jumlah persediaan jenis

ikan anadrom. khususnya dengan mengeluarkan biaya untuk maksod itu, harus di-

: beri perhatian khusus oleh Negara asal dalam usaha pemanfaatan persediaan jenis
ikan ini yang berasal dari sungainya. 1

(d) Pclaksanaan peraturan mengenai penyediaan jenis ikan anadrom di lunr zona ckono-
' mi eksklusif harus dilakukan berdasarkan persetujuan antara Negara asal dan Negara _
lainnya yang berkepentingan.

4. Dalam hal dimapa .pcrscdiaa;n jenis anadrom bermigrasi ke dalam atau melalui per-
n di sisi daral batas ludr zona ckonomi eksklusil Negara yang lain dari pada Negaraasal, maka
ara deinikian harus bekerjasama dengan Negara asal dengan tujuan untuk konservasi dan penge-
an pcrscd_igl_:!njcnis ikan dcmiki{m.‘_.,__ T R

5. Negara asal persedjaan jcms ikan anadrom dan Negara lain yang melakukan penang-
an perscdiaan jenis ikan jni; harus membuat pengaturan untuk melaksanakan ketentuan pasal
dimana perlu, melalui organisasi regional. ‘¥

Pasal 67

Jenis ikan catadrom

‘I, Ncgara panlai yang dalam pcrairanlly:l-jcnis ikun catadrom menpgunakan schagian
ar siklus kehidupannya mempunyai tanggung jawab alas pengelolaan jenisjenis ini dan harus
njamin masuk dan keluarnya jenis ikan yang bermigrasi.

2. Pemanfaatan jenis ikan catadrom harus dilakukan hanya dalam peraican pada sisi
al batas luar zona ekonomi cksklusif. Apabiladilakukan dalam zona ckonomi cksklusil peman-
tan harus tunduk pada pasal ini dan Ketentuan lain Konvensi ini mengenai penangkapan ikan

|
am zona tersebul.

‘ : el A | : v ty o

3. Dalam hal dimana ikan catadrom bermigrasi melalui zona ekonomi eksklusif Megara
l‘l. scbagai ikan muda atau jkan mendekati dewasa, pengelolaan tenmasuk pemanfantan ikan de-
an harus diatur dengan perjanjian antara ‘Ncgéara' yang discbut dalam ayat 1 dun Negara lain
18 berkepentingan. Perjanjian demikian harus lrl'ilznjmnin pengelobaan rasional jenis terscbut dan
mperhatikan tanggung jawab Negara yang discbutkan dalam ayat | atas pemeliharaan jenisikan ini. .

. .
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wapet bl Pasal 68 DB

“i Jenis Sedenter-

7 - . Dagian il tidak berlaku bagi ikan jenis sedenter sebagaimana diartikan dalam pasal 77

Pasal 69

.l.l-;lk':.Neg-:;ru::iug;uu_ tak l:.t:lil]ml‘ill‘;'n;s B 4

el Ncga.r':I' tak i&c‘;pa'lilcili'.xiicmjui'nf,'ui hak untuk hér;icr;uf‘sclln atus dasar keadilan, da-
lm eksploitasi bagian yang pantas dari kelebihan sumber kekayauan hayati zona ckonomi eksklusif
Negara-negara pantai dalam sub-region atau region yang sama, dengan memperhatikan keadaan
ekonomi dan geograli yang relevan sernua Negara yang berkepentingan dan sesuai denpan keten-
tan pasal ini dan pasal-pasal 61 dan 62.° - -+ oL

5 . .2, Persyaratan dan c'am‘pc;éniscrla demikian akan ditetapkan oleh MNegara- neg

Ar yang
berkepentinpan melalui perjanjian bilateral, sib-regios

1al atau regional dengan’ memperhatikan,
Interalia ¢ coovc vl qume e e R S s b 2 : L
P, T ' e N R R - R - ‘
(a)  kebutuhan untuk menghindari akibat yang mecugikan bagi masymakat nelayan atau
. «.industri penangkapan ikan Negara pantai :

- (b) " sejaul mana Negara (ak berpantai tersebul, sesuai dengan ketentuan pasal ini, ber-

LS. peran serfa alay berhak untuk berperan serta berdasarkan petjanji
“regional atau regional yang ada dalam mengeksploitasi

- zona ekanomi eksklusil Negara- negara pantai-lainnya ¢

an bilatesal, sub-
sumber kekayaan hayati

ang sceara geogralis tak bes-
aan hayati zona ckonomi cks-
timbul Karenanya untuk menghin-
antai tertentu atai suatu Lagian dari

(c) scjauh mana Negara tak berpantai lainnya dan Negara y
untung berperan serta dalam eksploitasi sumber kekay
klusil Negara pantai tersebut dan kebutulian yang
dari suatu beban Jhusus bagi suatu Negaa p
padanya ;

(d) L‘ubuluhan gizi penduduk masing-masing Negara.

3 Bilamana kapasitas langkap suatu Negara pantai mendekati suatu itk yang me-
wingkinkan Negara ity untuk menangkap scluruh jumlah Langkapan yang dipeboleh)
e kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusifinya, maka Negar;

g berkepentingan harus bekerjasama dalam menectapk
L sub-region

v diat sum-
Epantai dan Negaa- negara lain
an pengaturan yang adil atas dasar bilate-
al atau regional untuk memperbolehkan peran serta Megar- nepara barkembang, tak
cihantai di sub-region nl;m rci:itm yang sama dalam eksploitasi stunber Eekayaan hayati i zona
konomi eksklusif Negara- negara pantai di dalam sub-region alau region schap

timana bayaknya
CNEAN memperhatikan kepada dan atas das

ar persyaratan yang memuaskan bagi semua piliak.

alam pelakganaan ketentuan ini faktor-faktor yang discbut dalam ayal 2 jupa lurus tIi|wrh.uiL:;!1.

¢ )
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ﬁ: 4, Negara maju tak berpantaj, berdasarkan ketentuan
!“i' dalam cksploitasi sumber kekayaan hayati hanya dalam zona ekonomi eksklusif Negara pan-
fal yang maju dalam sub-region atau region yang sama dengan memperhatikan sejauh mana Negara
‘Pmaj, dalam memberikan kesempatan kepada Negara lain untuk memanfaatkan sumber kekayaan
hayati di zona ckonoinj eksklusifnya, telah memperhatikan kebutuhan untuk memperkecil akibat
yang merugikan bag! masyarakat nelayan dan dislokasi-ekonom

i_di Negara yang wiarganeganya te-
Jahy biasa menangkap ikan dalam zong lersebut. - ! “ ’

pasal ini, bechak untuk berperan

5. Kctenlunh di atas adalah tanpa mengurangi
egion alau” region dimana Negara pantai dapat memberik
dalam sub-region atau region yang sama hak-hak yang

arti pengaturan yang disepakati di sub-
an kepada Nepara- negana tak berpantai
samaatau yang didahulukan untuk ckploitasi

sumber kekayaan hayali di zona ekonomij eksklusif. e,

| i ~ Pasal 70

Hak Negara yang secara geogralis tak bLeruntung
' . .ty . - ‘ "_J i : : .
S (!;) Negara yang sccara - geogralis tak beruntung mempiinyai hak untulk berperan serta,

las dasar yang adil, dalam eksploilasi suatu bagian yang layak
'hayati zona eckonomi eksklusil-Negara- negara pantai di sub-region alau region yang sama, denpgan
nemperhalikan keadaan ekonomi dan geoprafis yang relevan dari semua Negara yang berkepn-
ingan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal ini dan pasal pasal 61 dan 62.

dari surplus sumber kekayaan

2. Untuk tujuan Bab ini, - "Negara yang secara geografis 1ak beruntung” berarti Nepara
pantai, termasuk Negara vang berbatasan dengan lautl tertutup atau sclengal tertutup, yang
etak geografisnya membuatnya tergantung pada cksploitasi sumber
ni eksklusil Negara lain di sub-region atau region untuk persediann il
uan gizt penduduknya atau bagian dari penduduk itu,
ul zona ekonomi eksklusif bagi dirinya sendiri.

kekayaan havati zona ckono-
s yang aemadai bagi keper-
dan MNegara pantai yang tidak dapat menun-

Al

3. Persyaratan  dan cara peran serta demikian harus ditetapkan oleh Negara-negara

ang bersangkutan melalul persetujuan bilateral, sub-regional atau region

al denpan memperhatiban,
Inler alig -

|

(3)  Kkebutuhan untuk menghindari akibat yang merugikan bagi masymakat nelayan atau
industri penangkapan ikan Negara pantai .

(b) sampai sejauh mana negara yang secara geografis tak beruntung, sesuai denpan keten-
tuan pasal ini, berperan serta atau berhak untuk berperan serta berdasarkan perse-
tujuan bilateral, sub-regional atau regional yang ada dalamn eksploitasi sumber keka-

- yaan hayati di zona ekonomi eksklusil Negara pantai lain ; .

(¢) sampai sejauh mana Negara yang secara geogralis tak bérui:ii:im lainnya dan Negara
tak Lerpantai berpzran serta dalam eksploitasi sumber ke kayaan hayati zona ekona-
‘mi eksklusil Negara pantai dan kebutuhan yang tmbul Karenannya wntuk menghin
gari suatu beban Khiusus bagi suatu Mepara pantai tertent :li:li_l satu Lagian dar pada-

- nya; '
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(d) kebutuhan gizi penduduk masing-masing Negara.

zona ekonomi eksklusil, maka Nega

crjasama untuk menetapkan pengaturan yang adil, atas das; bilateral,
untuk memperbolehkan peran serta Negara- negara berkembung yang

ng di sub-region atau region  yang sama dalam cksploitasi sumber
ekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara pantai di sub Tegion atau region sebaoai

3 pantai dan gegara lain yang

3. .N-egara maju yang secara
thak untuk berperan serta dalam eks
sklusil Negara  pantai yang maju dal

geogralis tak beruntung,
ploitasi sumber kekayaa
am sub-region atau reg
. dalam memberikan ke

berdasarkan ketentuan pasal ing, |
n hayati hanya dj ona ckonomi
ion yang sama dengan memperhati-

sempatan kepada Negara lain untuk
i zona ekonomi eksklusifnya, telah memperhatikan kebu-
han untuk memperkecil akibat yang merugi i

yan dan dislokasi ckono-
| biasa menangkap ikan dj zona tersebut.

gaturan yanp telah disepakatj
sub-region atau region di mana Nep i ikan kepada Megara- negarg yang
au region yang sama hak Yang sama atau hak
ayadn hayati di cona ckonomi eksklusif.

ara peografis tak beruntung dalam sub-region al
g didahulukan untuk cksploitasi sumber kek

Pasal 71
Tidak berlakunya pasal-pasal 69 dan 70

Ketentuan pasal-pasal 69 dan 70 tidak berlak

u dalam hal suat Negara pantaj yang eko-
minya sangat bergantung pada ckploitasi symber kek

ayaan hayati di 2ona ckonomi eksklusilnya.

Pasal 72

Pembatasan pengalihan hak

. Hak yang diberikan berdasarkan Pasal 69
2an hayatj tidak boleh dialihkan baijk secara langsung
4 Warganegaranya dengan cara sewa atau pcri}'inan,
'8N cara |ujp apapun y
olehy Nu[enru-ncmr

dan 70 untuk meng
atau tidak langsung
dengan mengadak
ang mempunyai akibat pengaliliun demikian,
a yang berkepentingan.

ckploitasi sumber ke-
kepada Negar kelipa
anusali patungn atan

kecuali disctujui secury

L Ketentuan

Uk memperolel, bantu
uk memudal k
hluay bahwy |

di atas tidak menutup kemungkinan bagi Megaca ying
A Lehnis atan Keuangan dari MNepaa Ke Lig
an pelaksanaan hak-hak sesual dengan ketentuan |

vl itu tidak mempunyai akibat yane disel

berkepentingan.

Latorganisasi internasional (V-

asal pasal 69 dan 0, dengan
witkan i ayar |
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Pasal ‘73 . L

Penegakan peraturan perundang-undangan Negara pantai

|. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan skplo-
‘rasi, ekploitasi, konseryasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonom, cksklusir
' mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan
proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin dita-“‘nya peraturan perunding-un-
dangan yang ditetapkannya sesuaj dengan ketentuan Konvensi ini.

2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus scpera dibebaskan setelah
diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminaq lainnya.

—

3. Hukum'ah Negara pantai yéng dijatuhkan tcrhadap pelanggaran peraturan pcrunii.:i:g-
undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak
ada perjanjian sebaliknya antara MNegara- negara yang bersangkutan, atau sctiap bentuk hukum-
an badan lainnya; o '

4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segerd mem-
beritahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang dismbil
dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Pasal 74

Penetapan batas zona ekanomi cksklusif antara Negara
yang pantainya berhadapan atau berdampingan

I. Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan -
alau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagai-
mana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu peme-
cahan yang adil. : '

2. Apabila tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, Nepara-
Negara yang bcrsangkula_n harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab XV.

3. Sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, Negara-
€831 yapg bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan Kerjasama, harus melakukan se-
i3p usaha unruk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, sclama masa per-
lihan ini, tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhit.  Pengaturan
lemikian tidak boleh merugikan bagi tercapainya penctapan akhir mengendi perbatasan.

()
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4. Dalam hal a
sangkutan, ‘maka masalah

ditetapkan sesuai dengan k

danya. suatu persetujuan yang berlaku a_:{t':im_Ncgara-ncanra yang ber
yang bertalian dengan Penetapan batas zona ekonomi ekskly

sif harus,
etentuan persetujuan jru.

|

- Pasal 75
Peta dan daftar koordinat geogralis

o
n Bab ini, garis batas terluar zona ekono- ,

¢ mencniukan posisinya, |

. e yiee - . !
pantai harus mengumumkan sebagaim
an dan harus mendepositkan saty
end.ral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

ana mestinya peta atau daftar koos-

copy setiap peta atau daftar demikian
pada pada Sekretaris J

' " LANDAS KONTINEN"

Pam;“fg}

Batasan landas kontinen

——

‘1. Landas kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di l}u'w;;hnyn dari
ah permukaan laut yang terletak di luar laut leritorialnya sepanjang kelanjutan alami-
r tepi kontisien, atau hingga suatu jarak 200 nil laur

orial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen ti-

2. Landas kontinen suatu negara pantai tidak boleh mcit.:bihi'balas-balus Sébag;lhnana
ditentukan dalam ayat 4 hingga 6: ,

3. tepian kontinen meliputi kelanjutan ba
bawak permukaan air, dan terdir dari dasar laut dan
lereng (slope) dan tanjakzn (ris¢). Tepian kontinen inl
Ngan bukit-bukit samudera atau tan

gian daratan negara pantui yang berada di
tanah di bawahnya dari dataran kontinen.,
tidak mencakup aasar simuaera dalam de-

4. (a) -Untuk maksud konvensi i:ﬂ, Negara pantai- akan menctaphkan pinggitan luar
b ; N .
tepian kontinen dalam hal tepian kontinen tersebut lebih lebar dari 200 mil Jaut

dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, atau dengan :

ah di bawahnya,

*o e . i



Menimbang
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1983
TENTANG

ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa pada tanggal 21 Maret 1980 telah dikeluarkan
Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

. bahwa peningkatan kesejahteraan bangsa dengan me-
manfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia,
baik hayati maupun non hayati, adalah tujuan dan tekad
bulat Pemerintah dan Bangsa Indonesia;

. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, sumber daya
alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya
serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola
dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana;

. bahwa semua kegiatan penelitian ilmiah mengenai ke-
lautan di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan
yurisdiksi Indonesia harus diatur dan dilaksanakan untuk
dan sesuai dengan kepentingan Indonesia;

. bahwa lingkungan laut di perairan yang berada di bawah
kedaulatan dan yurisdiksi Republik Indonesia harus di-
lindungi dan dilestarikan;

. bahwa segenap sumber daya alam hayati dan non hayati

yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia baik
potensial maupun efektif adalah modal dan milik ber-
sama Bangsa Indonesia sesuai dengan Wawasan Nusan-
tara; i

il



Mengingat

. bahwa baik praktek negara maupun Konvensi Hukum

Laut yang dihasilkan oleh Konperensi Perserikatan Bang-
sa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga menunjukkan
telah diakuinya rezim zona ekonomi eksklusif selebar
200 (dua ratus) mil laut sebagai bagian dari hukum laut
internasional yang baru;

. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu

ditetapkan undang-undang sebagai landasan bagi pelak-
sanaan hak berdaulat, hak-hal lain, yurisdiksi dan kewa-
jiban-kewajiban Republik Indonesia di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia.

. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33

ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Nomor [I/MPR/1983 tentang Garis-garis Be-
sar Haluan Negara;

. Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Per-

airan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1942).

- Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Per-

tambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2070);

. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentu-

an-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas

Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Nomor 2294);

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Un-

dang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
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8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentu-
an-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No-
mor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-
sia. Nomor 3215);

9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentu-
an-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Re-
publik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3234).

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

. MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ZONA EKONOMI EKS-

KLUSIF INDONESIA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :
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Sumber daya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan
termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang ir
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Sumber daya alam non hayati adalah unsur alam bukan sumber daya
alam hayati yang terdapat di dasar laut dan tanah dan di bawahnya serta
ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: :

Penelitian ilmiah adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pe-
nelitian mengenai semua aspek kelautan di permukaan air, ruang air,
dasar laut dan tanah di bawahnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indone-
sia;

Konservasi sumber daya alam adalah segala upaya yang bertujuan untuk
melindungi dan melestarikan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eks-




klusif Indonesia;

Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut adalah segala upaya yang
bertujuan untuk menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem laut di
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

BAB 11
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Pasal 2

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan
laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang
yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di ba-
wahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut di-
ukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

(1)

2

(1

Pasal 3

Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zo-
na ekonomi eksklusil negara-negara yang pantainya saling berhadapan
atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas zona ekonomi eks-
klusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetu-
juan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

Selama persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada
dan tidak terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbang-
kan, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara
tersebut adalah garis tengah atau garis sama jarak antara garis-garis
pangkal laut wilayah Indonesia atau titik-titik terluar Indonesia dan
garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara tersebut,
kecuali jika dengan negara tersebut telah dicapai persetujuan tentang
pengaturan sementara yang berkaitan dengan batas Zona Ekonomi Eks-
klusif Indonesia termaksud.

BAB III
HAK BERDAULAT, HAK-HAK LAIN, YURISDIKSI DAN
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

Pasal 4

Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai
dan melaksanakan :
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a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelo-
laan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari da-
sar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-
kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona ter-
sebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin:

b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan :

I. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi
dan bangunan-bangunan lainnya;

2. penelitian ilmiah mengenai kelautan:
3. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;

c¢. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konven-
si Hukum Laut yang berlakui.

(2) Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak
berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia [
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan
perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetu-
juan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ke-
tentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.

(3) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan pe-
nerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa ba-
wah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Jaut internasional
yang berlaku, N

BAB IV
KEGIATAN-KEGIATAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF lNDQNESlA

Pasal 5

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barangsiapa me-
lakukan eksplorasi dan atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-
kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan atau eksploitasi ekonomis seperti
pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklu-
sir Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indone-
sia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Re-
publik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau
persetujuan internasional tersebut.
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(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan atau eks.
ploitasi sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang
pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan
eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau Peme.-
rintah Negara Asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diper-
bolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut me-
lebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.

Pasal 6

Barangsiapa membuat dan atau menggunakan pulau-pulau buatan atau insta-
lasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif In-
donesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilak-
sanakan menurut syarat-syarat perizinan tersebut,

Pasal 7

Barangsiapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksana-
kan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik In-
donesia.

Pasal 8

(1) Barangsiapa melakukan kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia, wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah, memba-
tasi, mengendalikan dan menananggulangi pencemaran lingkungan laut.

(2) Pembuangan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya dapat dilaku-
kan setelah memperoleh keizinan dari Pemerintah Republik Indonesia.

BAB V
GANTI RUGI

Pasal 9

Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentu-
an-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum
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internasional yang bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan
bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan meng-
akibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi
kepada pemilik pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan
lainnya tersebut.

Pasal 10

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 7, barangsiapa di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia melakukan tindakan-tinddakan yang bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan peraturan perundangundangan Republik Indonesia dan
hukum internasional yang berlaku di bidang penelitian ilmiah mengenai ke-
lautan dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan
membayar ganti rugi kepada Republik Indonesia.

Pasal 11

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 8, dan dengan memperhati-
kan batas ganti rugi maksimum tertentu, barangsiapa di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan
laut dan atau perusakan sumber daya alam memikul tanggung jawab
mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan atau
sumber daya alam tersebut dengan segera di dalam jumlah yang me-
madai.

(2) Dikecualikan dari tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemar-
an lingkungan laut dan atau perusakan sumber daya alam tersebut ter-
jadi karena :

a. akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya,

b. kerusakan yang seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh pembuat-
an atau kelalaian pihak ketiga.

(3) Bentuk, jenis dan besarnya kerugian yang timbul sebagai akibat pence-
maran lingkungan laut dan atau peusakan sumber daya alam ditetapkan
berdasarkan hasil penelitian ekologis.

Pasal 12

Ketentuan tentang batas ganti rugi maksimum, tatacara penelitian ekologis
dan penuntutan ganti rugi tersebut dalam Pasal 11 diatur dalam peraturan
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perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB VI
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 13

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan ke-
wajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparatur
penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil
tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan
pengecualian sebagai berikut : o

(@)

(b)

(©)

(1)

@)
)

Penangkapan terhadap kapal dan atau orang-orang yang diduga rnelalcu
kan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tin-
dakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan atau
orang-orang tersebut dipelabuhan di mana perkara tersebut dapat di-
proses lebih lanjut.

Penyerahan kapal dan atau orang-orang tersebut harus dilakukan se-
cepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari,
kecuali apabila terdapat keadaan force majeure;

Untuk kepentingan penahanan, tindakan pidana yang diatur dalam Pa-
sal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang No-
mor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 14

Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eks-
klusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan

Laut yang ditunjuk oleh Pangluna Angkatan Bersenjata Republik Indo-

nesia.

Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana di-
maksud dalam ayat (3). ~

Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan
undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya

meliputi pelabuhan di mana dilakukan penahanan terhadap kapal dan
atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hurufa.
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Pasal 15

(1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan atau orang-orang yang di-
tangkap karena didakwa melakukan pelanggaran terhadap undang-
undang ini atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan ber-
dasarkan undang-undang ini, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada
keputusan dari pengadilan negeri yang berwenang.

(2) Permohonan untuk pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dapat dikabulkan jika pemohon sudah menyerahkan sejumlah uang ja-
minan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan ne-
geri yang berwenang.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

(1) Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan
ketentuan Pasal § ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 7 dipidana dengan pidana
denda setinggi-tingginya Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima
juta rupiah).

(2) Hakim dalam keputusannya dapat menetapkan perampasan terhadap
hasil kegiatan, kapal dan atau alat perlengkapan lainnya yang diguna-
kan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1).

(3) Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang me-
nyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan atau tercemarnya lingkung-
an hidup dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, diancam dengan pi-
dana sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di bi-
dang lingkungan hidup.

Pasal 17

Barangsiapa wucrusak atau memusnahkan barang-barang bukti yang digunakan
untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1), dengan maksud untuk menghindarkan tindak-tindakan penyitaan terha-
dap barangbarang tersebut. Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dipidana
dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima

juta rupiah).
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Pasal 18

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 adalah
kejahatan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Segala ketentuan yang mengatur mengenai eksplorasi dan eksploitasi sumber
daya alam hayati, yang dibuat sebelum diundangkannya undang-undang ini,
tetap berlaku sampai ada perubahan yang ditetapkan oleh peraturan per-
undangan-undangan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

(1) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini diatur lebih
lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan ketentuan undang-
undangan ini dapat mencantumkan pidana denda setinggi-tingginya
Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) terhadap pelanggaran
ketentuan-ketentuannya.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
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Diundangkan di Jakarta Disahkan di Jakarta
pada tanggal Oktober 1983 pada tanggal  Oktober 1983

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H. SOEHARTO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 44
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5§ TAHUN 1983
TENTANG

ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

L UMUM

Sejak lama Pemerintah Republik Indonesia merasakan pentingnya arti zona
ekonomi eksklusif untuk mendukung perwujudan Wawasan Nusantara dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia dengan memanfaatkan
segenap sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang terdapat di
zona ekonomi eksklusifnya.

Berhubung dengan hal yang dikemukakan di atas maka untuk melindungi ke-
pentingan nasional, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan protein he-
wani bagi rakyat Indonesia serta kepentingan nasional di bidang pemanfaatan
sumber daya alam non hayati, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut
serta penelitian ilmiah kelautan, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal
21 Maret 1980 telah mengeluarkan Pengumuman Pemerintah tentang Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Rezim hukum internasional tentang zona ekonomi eksklusif telah dikembang-
kan oleh masyarakat internasional melalui Konperensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga dan praktek negara (State practice)
dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara pantai dari bahaya diha-
biskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan-kegiatan
perikanan berdasarkan rezim laut bebas.

Di samping itu zona ekonomi eksklusif juga dimaksud untuk melindungi ke-
pentingan-kepentingan negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut
serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber
daya alam di zona tersebut.

351



Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut memberikan
kepada Republik Indonesia sebagai negara pantai hak berdaulat untuk eks-
plorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di zona ekonomi eks-
klusif dan yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat ter-
sebut.

Selain daripada itu Indonesia berkewajiban pula untuk menghormati hak-hak
negara lain di zona ekonomi eksklusifnya antara lain kebebasan pelayaran dan
penerbangan, serta kebebasan untuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut
di zona ekonomi eksklusif.

Khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka sesuai dengan Konvensi Perserikatan
Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut negara lain dapat ikut serta memanfaat-
kan sumber daya alam hayati, sepanjang Indonesia belum sepenuhnya me-
manfaatkan seluruh sumber daya alam hayati tersebut.

Di samping pengumuman asas-asas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan di
atas yang terutama ditujukan kepada dunia luar, asas-asas dan dasar-dasar
pokok kebijaksanaan tersebut perlu pula dituangkan dalam suatu undang-
undang agar supaya terdapat dasar yang kokoh bagi pelaksanaan hak berdau-
lat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban dalam zona ekonomi
eksklusif dan dengan demikian tercapai pula kepastian hukum,

Berhubung dengan itu disusuniah Undang-undang tentang Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia yang menetapkan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi
dan kewajiban-kewajiban Republik Indonesia dalam zona ekonomi eksklusif.
Undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok saja sedangkan
pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan undang-undang ini akan diatur dalam
peraturan perundang-undangan lainnya.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Yang dimaksud dengan istilah sumber daya alam hayati dalam undang-undang
ini adalah sama artinya dengan istilah sumber daya perikanan dalam ketentu-
an peraturan perundang-undangan perikanan.

Pasal 2

Pasal ini menegaskan dan mengukuhkan definisi geografis Zona Ekonomi
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Eksklusif Jndonesia yang tercantum dalam Pengumuman Pemerintah Repub-
lik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tertanggal 21 Maret

1980.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal ini memberikan ketentuan bahwa prinsip sama jarak digunakan
untuk menetapkan batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia
dengan negara tetangga, kecuali jika terdapat keadaan-keadaan khusus
yang perlu dipertimbangkan sehingga tidak merugikan kepentingan na-
sional.

Keadaan khusus tersebut adalah misalnya terdapatnya suatu pulau
dari negara lain yang terletak dalam jarak kurang dari 200 mil laut dari
garis pangkal untuk menetapkan lebarnya Zona Ekonomi Eksklusif In-
donesia.

Pasal 4

Ayat (I_)

Hak berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak
sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang
dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan
Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sanksi-sanksi vang diancam di
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi
yang diancam di perairan yang berada di bawah kedaulatan Repub-
lik Indonesia tersebut,

Hak-hak lain berdasarkan hukum internasional adalah hak Republik
Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum dan hotpursuit
terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas keten-
tuan-ketentuan peraturan perundangundangan Indonesia mengenai
zona ekonomi eksklusif,

Kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional adalah kewajib-
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Ayat

Ayat

Ayat

354

an Republik Indonesia untuk menghormati hak-hak negara lain, misal-
nya kebebasan pelayaran dan penerbangan (freedom of navigation and
overflight) dan kebebasan pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah
laut (freedom of the laying of submarine cables and pipelines).

()

Ayat ini menentukan, bahwa sepanjang menyangkut sumber daya alam
hayati dan non hayati di dasar laut dan tanah di bawahnya terletak di
dalam batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hak berdaulat In-
donesia dilaksanakan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-
undangan Indonesia yang berlaku di bidang landas kontinen serta per-
setujuan-persetujuan internasional tentang landas kontinen yang me-
nentukan batas-batas landas kontinen antara Indonesia dengan negara-
negara tetangga yang pantainya saling berhadapan atau saling berdam-
pingan dengan Indonesia.

3

Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku seperti
yang tumbuh dari praktek negara dan dituangkan dalam Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang dihasilkan oleh
Konperensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga di
Zona ekonomi eksklusif setiap negara, baik negara pantai maupun
negara tak berpantai, menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan
internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut,
serta penggunaan laut yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ter-
sebut seperti pengoperasian kapal-kapal, pesawat udara dan pemeliha-
raan kabel dan pipa bawah laut.

Pasal 5

(1)

Kegiatan untuk eksplorasi dan atau eksploitasi sumber daya alam atau
kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan atau eksploitasi ekono-
mis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Eko-
nomi Eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh warganegara Indonesia
atau badan hukum Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah
Republik Indonesia.

Sedangkan kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang dilakukan oleh
negara asing, orang atau badan hukum asing harus berdasarkan perse-



Ayat

Ayat

tujuan internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan
negara asing yang bersangkutan.

Dalam syarat-syarat perjanjian atau persetujuan internasional dicantum-
kan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh mereka
yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut,
antara lain kewajiban untuk membayar pungutan kepada Pemerintah
Republik Indonesia.

(2)

Sumber daya alam hayati pada dasarnya memiliki daya pulih kembali,
namun tidak berarti tak terbatas.

Dengan adanya sifat-sifat yang demikian, maka dalam melaksanakan '
pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati, Pemerintah Re- °
publik Indonesia menetapkan tingkat pemanfaatan baik di sebagian
atau keseluruhan daerah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

3)

Dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati, Indonesia berkewa-
jiban untuk menjamin batas panen lestari (maximum sustainable yield)
sumber daya alam hayatinya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Dengan memperhatikan batas panen lestari tersebut, Indonesia berke-
wajiban pula menetapkan jumlah tangkapan sumber daya alam hayati
yang diperbolehkan (allowable catch).

Dalam hal usaha perikanan Indonesia belum dapat sepenuhnya meman-
faatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan tersebut, maka
selisih antara jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan jumlah kemam-
puan tangkap (capacity to harvest) Indonesia, boleh dimanfaatkan oleh
negara lain dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan per-
setujuan internasional.

Misalnya jumlah tangkapan yang diperbolehkan ada 1000 (seribu) ton
sedangkan jumlah kemampuan tangkap Indonesia baru mencapai 600
(enam ratus) ton maka negara lain boleh ikut memanfaatkan dari sisa
400 (empat ratus) ton tersebut dengan izin Pemerintah Republik Indo-
nesia berdasarkan persetujuan internasional.

Penunjukkan pada Pasal 4 ayat (2) dimaksudkan untuk menegaskan
bahwa jenis-jenis sedenter (sedentary species) yang terdapat pada dasar
laut zona ekonomi eksklusif tunduk pada rezim landas kontinen (Pasal
1 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kon-
tinen Indonesia),

Oleh karena itu tidak tunduk pada ketentuan ayat ini.
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Pasal 6

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), Republik Indonesia mempunyai hak eksklusif
untuk membangun, mengizinkan dan mengatur pembangunan, pengoperasian
dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangun-
annya. Di samping itu Indonesia mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau-
pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan tersebut termasuk
yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
di bidang bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.

Meskipun [Indonesia mempunyai yurisdiksi eksklusif tetapi pulau-pulau
buatan, instalasi dan bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki status se-
bagai pulau dalam arti wilayah negara dan oleh karena itu tidak memiliki laut
teritorial sendiri dan kehadirannya tidaklah mempengaruhi batas laut teri-
torial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau Landas Kontinen Indonesia.

LY

Pasal 7

Setiap penelitian ilmiah kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya
dapat dilaksanakan setelah permohonan untuk penelitian disetujui terlebih
dahulu oleh pemerintah Republik Indonesia.

Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah diterimanya permohon-
an tersebut Pemerintah Republik Indonesia tidak menyatakan :

a.  menolak permohonan tersebut, atau
bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak
sesuai dengan kenyataan atau kurang lengkap, atau
¢.  bahwa pemohon belum memenuhi kewajiban atas proyek penelitiannya
yang terdahulu.
maka suatu proyek penelitian ilmiah kelautan dapat dilaksanakan 6 (enam)
bulan sejak diterimanya permohonan penelitian oleh Pemerintah Republik
Indonesia.

Pasal 8

Ayat (1)
Wewenang perlindungan dan pelestarian sumber daya alam di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia secara internasional didasarkan pada prak-
tek negara, yang sekarang telah diterima pula dalam Konvensi Perseri-
katan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut, sedangkan secara nasional
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landasannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.,

Ayat (2)

Pembuangan ("dumping”) di laut dapat menimbulkan pencemaran ling-
kungan laut; berhubung dengan itu perlu diatur tempat, cara dan fre.
kuensi pembuangan serta jenis, kadar dan jumlah bahan yang dibuang
melalui perizinan,

Pembuangan meliputi pembuangan limbah dan pembuangan bahan-
bahan lainnya yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut; pem- .
buangan limbah yang biasanya dilakukan oleh kapal selama pelayaran
tidak memerlukan izin. i

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas,
Pasal 11
Ayat (1)

Kewajiban untuk memikul tanggung jawab mutlak dan membayar ganti
rugi bagi rehabilitasi lingkungan laut dan atau sumber daya alam dalam
jumlah yang memadai ini merupakan konsekuensi dari kewajiban untuk
melestarikan keserasian dan keseimbangan lingkungan.

Karena itu kewajiban ini melekat pada barangsiapa yang melakukan
perbuatan, tidak melakukan perbuatan/membiarkan terjadinya pence-
maran lingkungan laut dan atau kerusakan sumber daya alam. “Tang-
gung jawab mutlak™ (’strict liability”) berarti bahwa tanggung jawab
tersebut timbul pada saat terjadinya pencemaran lingkungan laut dan
atau perusakan sumber daya alam, tidak dapat dielakkan dan secara
prosedural tidak diperlukan upaya pembuktian lagi.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)

Bentuk, jenis dan besarnya kerugian yang timbul dari pencemaran ling-
kungan laut dan atau kerusakan sumber daya alam yang terjadi akan
menentukan besarnya kerugian.

Penelitian ekologis tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian tersebut
dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari pihak pemerintah, pihak
penderita dan pihak pencemar.

Tim dimaksud akan dibentuk secara khusus untuk tiap-tiap kasus.

Pasal 12

Cukup jelas.

| Pasal 13

Terhadap kapal-kapal dan atau orangorang yang diduga melakukan tindak
pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup di laut khususnya bagi kapal
dan atau orang-orang yang berkebangsaan asing dapat dilakukan pemeriksaan
lanjutan dengan jalan melakukan penangkapan atas kapal-kapal dan atau
orang-orang tersebut. Terhadap kapal-kapal dan atau orang-orang yang ber-
kebangsaan Indonesia dapat diperintahkan (perintah ad hoc) ke suatu pela-
buhan atau pangkalan yang ditunjuk oleh penyidik di laut untuk diproses
lebih lanjut.

Penangkapan tersebut di atas tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai dengan ba-
tas waktu penangkapan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu satu
hari. Oleh karena itu untuk tindakan penangkapan di laut perlu diberi jangka
waktu yang memungkinkan para aparat penegak hukum di laut membawa
kapal dan atau orang-orang tersebut ke pelabuhan atau pangkalan.

Jangka waktu maksimum tujuh hari dianggap sebagai jangka waktu maksimal
untuk menarik/menyeret suatu kapal dari jarak yang terjauh di Zona Ekono-
mi Eksklusif Indonesia sampai ke suatu pelabuhan atau pangkalan.

Ketentuan mengenai penahanan terhadap tindak pidana menurut undang-
undang ini belum diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sedang
terhadap tindak pidana tersebut penahanan adalah merupakan satu upaya un-
tuk dapat memproses perkaranya lebih lanjut. Berhubung dengan hal terse-
but, sekalipun ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda te-
tapi dengan dikualifikasi sebagai kejahatan, maka tindak pidana tersebut perlu
dimasukkan dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 21
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ayat

(4) huruf b Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 14

Ayat (1) ;

Ayat

Ayat

Ayat

Yang dimaksud dengan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Laut yang dapat ditunjuk sebagai penyidik adalah misalnya Komandan
kapal, Panglima Daerah Angkatan Laut, Komandan Pangkalan dan Ko-
mandan Stasion Angkatan Laut. Penetapan Perwira Tentara Nasional
Angkatan Laut sebagai aparat penyidik di Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-
undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuntuan-ketentuan Pokok
Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan Pasal 17 Per-
aturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum
Acara Pidana..

)
Cukup jelas

3)
Cukup jelas

Pasal 15
)

Permohonan untuk membebaskan kapal dan atau orang-orang tersebut
yang ditangkap karena diduga melakukan pelanggaran, sesuai dengan
praktek yang berlaku, dapat diajukan oleh perwakilan negara dari kapal
asing yang bersangkutan, pemilik, nakhoda atau siapa saja menurut
bukti-bukti yang sah mempunyai hubungan kerja atau hubungan usaha
dengan kapal tersebut.

(2)

Penetapan besarnya uang jaminan ditentukan berdasarkan harga kapal,
alat-alat perlengkapan dan hasil dari kegiatannya ditambah besarnya
jumlah denda maksimum,
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